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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas karunia-
Nya sehingga Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 dapat diselesaikan tepat waktu.

Renstra Perubahan SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya Tahun
2019-2024 ini disusun dalam rangka memberikan arah dan pedoman di
dalam pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya
untuk periode Tahun 2019 ke depan.

Penyusunan Renstra Perubahan ini mengacu kepada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten
Kubu Raya Tahun 2019-2024, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Akhirnya kami menyadari bahwa Renstra Perubahan ini sangat
berpengaruh pada keberhasilan SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya
didalam mencapai tujuan dan menunjang pengambilan kebijakan,
khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya serta
mendukung pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan
lancarnya perdagangan serta perindustrian di Kabupaten Kubu Raya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai dan mengiringi
upaya kita dalam melakukan tugas pengabdian kepada daerah,
masyarakat, bangsa dan negara.

Sungai Raya, 28 Februari 2022

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Perifiduistrian,dan Perdagangan
/i Kabu ) atéen"Kubu Raya

,_.‘Dr.ﬁ .-Norasari Arani
\, Rembina Utama Muda
NIB;}:}LQ@@O?QQ9‘199303 2 006
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1.1.

1.2.

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang sangat
fundamental menuntut perlunya sistem perencanaan yang
komprehensif dengan mengedepankan pendekatan perencanaan
pembangunan  partisipatif, teknokratis dan politis secara

proporsional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan

Pemerintah Repubik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 serta

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang

Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu diperlukan juga Peran

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan

Perdagangan yang melibatkan berbagai unsur pemangku

kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya

yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dalam jangka waktu tertentu.

Landasan Hukum

Dasar penyusunan Renstra Perubahan Tahun 2019-2024, adalah
sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal
18 ayat (6);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran
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10.

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6485);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan
Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Sebagai Bencana Nasional,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evalusi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunam Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 249);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Nomor 8);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 43);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019
Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten
Kubu Raya Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu
Raya Tahun 2009 Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 46) sebagaimana
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telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor
10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu
Raya Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kubu Raya Nomor 82);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun
2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor
43);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor
65.A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 76).

1.3. Maksud Dan Tujuan

Tujuan Rencana Strategis Perbuahan pada Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 yang merupakan
dokumen perencanaan S (lima) tahunan dimaksudkan wuntuk
memberikan arah dan pedoman umum bagi segenap pimpinan dan
staf Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Kubu Raya dalam pelaksanaan tugas
pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dalam menyusun
kebijakan program, dan kegiatan yang berkaitan bidang Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
Adapun tujuan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019-2024, sebagai berikut :
1. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan



Perdagangan Kabupaten Kubu Raya dalam mendukung
terwujudnya Visi, Misi dan Program Prioritas Bupati dan Wakil
Bupati Kubu Raya Tahun 2019-2024.

. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)
Dinas pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya dalam
setiap tahunnya.

. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi
kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kabupaten Kubu
Raya.

. Menjamin terwujudnya konsistensi dan sinergis antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

pembangunan daerah.



1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu

Raya Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII
BAB VIII

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

1.2. Landasan Hukum.

1.3. Maksud Dan Tujuan.

1.4. Sistematika Penulisan.

GAMBARAN UMUM KONDISI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi.

2.2. Sumber Daya.

2.3. Kinerja Pelayanan.

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan.
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK
DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan
Fungsi Pelayanan.

3.2. Telaah Visi, Misi, Dan Program RPJMD Kabupaten
Kubu Raya Tahun 2019-2024.

3.3. Telaah Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi
Kalimantan Barat.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian
dan Perdagangan.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Arah Kebijakan

RENCANA  PROGRAM DAN  KEGIATAN SERTA

PENDANAAN

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

PENUTUP



BAB 11
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DKUKMPP
Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 104 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Kubu Raya, yang mempunyai tugas membantu
Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan
Pelayanan dasar di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan
urusan pemerintahan pilihan dibidang Perindustrian dan Perdagangan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

mempunyai Fungsi :

1) Penyusunan program di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan;

2) Perumusan kebijakan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;

3) Penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan urusan
pemerintahan serta pelayanan umum di Bidang Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan,;

4) Penyelenggaraan administrasi Dinas;

S5) Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di Bidang Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan,;

6) Pembinaan unit pelaksana teknis Dinas;

7) Pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan
pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan; dan

8) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas
memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan,

mengevaluasi, mengawasi, melaporkan dan melaksanakan kegiatan
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Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang — undangan.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian

dan Perdagangan membawahi 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) bidang, 1

(satu) Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional,

dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Sekretariat.

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
menyusun Rencana  kerja, pengendalian dan evaluasi, penyusunan
laporan dan administrasi keuangan, penyelenggaraan ketatausahaan dan
administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hukum, hubungan
masyarakat, perlengkapan dan administrasi umum;

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat

mempunyai fungsi:

e Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Dinas;

e Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur
penyelenggaraan tugas di Dinas sesuai lingkup tugasnya;

e Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang rencana kerja dan
keuangan, tata usaha dan kepegawaian, serta perlengkapan dan
umum;

e Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai
dengan lingkup tugasnya;

e Pengendalian kegiatan di Dinas;

e Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas di Dinas; dan

e Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya

Sekretariat membawahi:

a. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
b. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Sub

Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai tugas
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mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan

tugas rencana kerja dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bagian Rencana Kerja

dan Keuangan mempunyai fungsi :

Perencanaan dan Penyusunan program kegiatan di Sub Bagian
Rencana Kerja dan Keuangan;

Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang rencana
kerja dan keuangan;

Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan
kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas rencana kerja dan
keuangan;

Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang rencana
kerja dan keuangan;

Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas

mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan

tugas tata usaha dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Sub Bagian Tata Usaha dan

Kepegawaian mempunyai fungsi :

Perencanaan dan Penyusunan program kegiatan di Sub Bagian Tata
Usaha dan Kepegawaian;

Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata usaha
dan kepegawaian;

Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan
kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas tata usaha dan
kepegawaian;

Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang tata usaha
dan kepegawaian;

Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah bidang tata usaha dan kepegawaian dan;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.
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2. Bidang Koperasi
Bidang Koperasi mempunyai tugas Membantu Kepala Dinas dalam
menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan
dan penyelenggaraan tugas dibidang kelembagaan, diklat, penilaian,
pengawasan dan pemberdayaan koperasi.
Untuk melaksanakan tugas, Bidang Koperasi mempunyai fungsi :
e Perencanaan dan Penyusunan program operasional kerja di Bidang
Koperasi;
e Pembagian tugas, pemberian petunju kerja, penyeliaan dan mengatur
penyelenggaraan tugas di Bidang Koperasi sesuai lingkup tugasnya;
e Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kelembagaan, diklat,
penilaian, pengawasan dan pemberdayaan koperasi;
e Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai
dengan lingkupp tugasnya;
e Pengendalian kegiatan di Bidang Koperasi;
e Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporann pelaksanaan
tugas di Bidang Koperasi; dan
e Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

3. Bidang Usaha Mikro
Bidang Usaha Mikro mempunyai tugas membantu Kepala Dinas

dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi,

pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang pemasaran, jaringan
usaha, bina usaha, permodalan dan pengembangan sumber daya
manusia.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Usaha Kecil dan Menengah
mempunyai fungsi :

e Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang
Usaha Mikro;

e Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur
penyelenggaraan tugas di Bidang Usaha Mikro sesuai lingkup
tugasnya;

e Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pemasaran, jaringan
usaha, bina usaha, permodalan dan pengembangan sumber daya

manusia;
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e Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai
dengan lingkup tugasnya;

e Pengendalian kegiatan di Bidang Usaha Mikro;

e Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas di Bidang Usaha Mikro; dan

e Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi,
pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang pembinaan perdagangan,
pengembangan ekspor, perizinan, pendaftaran perusahaan, pasar dan
sarana distribusi perdagangan.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Perdagangan mempunyai
fungsi :

e perencanaan dan penyusunan program operasional program kerja di
Bidang Perdagangan;

e pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur
penyelenggaraan tugas di Bidang Perdagangan sesuai lingkup
tugasnya;

e penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pembinaan
perdagangan, pengembangan ekspor, perizinan, pendaftaran
perusahaan, pasar dan sarana distribusi perdagangan;

e penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai
dengan lingkup tugasnya;

e pengendalian kegiatan di Bidang Perdagangan;

e penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
tugas di Bidang Perdagangan; dan

e pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

5. Bidang Perindustrian
Bidang Perindustrian mempunyai membantu Kepala Dinas dalam
menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan

dan penyelenggaraan tugas dibidang bina usaha industri kecil dan
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menengah, pengembangan sumber daya manusia, dan produksi industri.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Perindustrian mempunyai

fungsi :

perencanaan dan penyusunan program operasional program kerja di
Bidang Perindustrian;

pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur
penyelenggaraan tugas di Bidang Perindustrian sesuai lingkup
tugasnya;

penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang bina usaha industri
kecil dan menengah, pengembangan sumber daya manusia, dan
produksi industr;

penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai
dengan lingkup tugasnya;

pengendalian kegiatan di Bidang Perindustrian;

penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas di Bidang Perindustrian;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas teknis Dinas yang wilayah kerjanya meliputi (1) satu
atau beberapa Kecamatan. Dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. UPTD
yang berada di bawah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

Perindustrian dan Perdagangan adalah UPTD Metrologi Legal.

2.2 Sumber Daya DK-UMPP

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya didukung oleh 53 orang personil dengan

kondisi sebagai berikut :
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Tabel 2.1

KONDISI SUMBER DAYA APARATUR DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN
KUBU RAYA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

TAHUN 2022

JUMLAH
NO. | TINGKAT PENDIDIKAN

Orang %
1 2 3 4
1. S-2 8 Orang 13,11 %
2. S-1 35 Orang 57,37 %
3. Diploma 5 Orang 8,19 %
4. SLTA 13 Orang 21,31 %
S. SLTP - 0 %
Jumlah 61 Orang 100 %

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab.Kubu Raya,
2022.

Berdasarkan Tabel 2.1 tersebut, diketahui bahwa sebagian besar
tingkat pendidikan personil Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya adalah Sarjana
(S1) sebanyak 35 orang atau 57,37 % dan yang berpendidikan S-2
sebanyak 8 Orang atau 13,11 %. Jadi secara umum sumber daya
aparatur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Kubu Raya dilihat dari tingkat pendidikan
sangat baik.

Tabel 2.2
KONDISI SUMBER DAYA APARATUR DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN
KUBU RAYA  BERDASARKAN KOMPOSISI KEPANGKATAN

TAHUN 2022

o TINGKAT JUMLAH

KEPANGKATAN Orang %
1 2 3 4
1. Golongan IV (Pembina) 6 Orang 9,83 %
2. Golongan III (Penata) 29 Orang 47,54 %
3. Golongan II (Pengatur) 2 Orang 3,27 %
4. Golongan I - 0 %
S. Tenaga Honorer 24 Orang 39,34%
Jumlah 61 Orang 100 %
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Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kubu Raya,
2022.

Berdasarkan Tabel 2.2 tersebut diketahui bahwa secara umum
sumberdaya aparatur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya berdasarkan

pangkat/golongan adalah berpangkat Penata sebanyak 29 orang atau
47,54 %.

Tabel 2.3
KONDISI SUMBER DAYA APARATUR DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN
KUBU RAYA BERDASARKAN KOMPOSISI JABATAN

TAHUN 2022

NO. TINGKAT JUMLAH

KEPANGKATAN Orang %
1 2 3 4
1. Eselon II b 1 Orang 1,63 %
2. Eselon III a 1 Orang 1,63 %
3. Eselon III b 4 Orang 6,56 %
4. Eselon IV a 3 Orang 491 %
5. Eselon IV b 1 Orang 1,63 %
0. Fungsional 16 Orang 26,23%
7. Staf 11 Orang 18,03 %
8. Tenaga Honorer 24 Orang 39,34%
Jumlah 61 Orang 100 %

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab.Kubu Raya,
2022.

Berdasarkan Tabel 2.3 tersebut diketahui bahwa semua jenjang
eselon Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Kubu Raya, mulai Eselon II.b sampai dengan
Eselon IV.a sudah terisi dengan didukung tenaga staf sebanyak 11
orang atau 18,03% dengan latar belakang tingkat pendidikan yang
bervariasi, sampai saat ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya masih
kekurangan tenaga staf teknis di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
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2.3 Kinerja Pelayanan DKUKMPP

2.3.1. Kondisi Umum Pelayanan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya.
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya
dipahami bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya merupakan salah
satu lembaga teknis daerah yang bertanggungjawab di bidang
pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan, Perindustrian dan Perdagangan. Secara garis besar
pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Pelayanan di Bidang
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
ditunjukkan melalui pembinaan intensif terhadap Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam jangka panjang,

jangka menengah dan tahunan.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan tetap berupaya memberikan pelayanan prima kepada
klien khususnya Gerakan Koperasi dan Pengusaha Usaha Kecil dan
Menengah. Sistem pelayanan menerapkan SOP (Standard Operational
Procedure).

Pelayanan terhadap Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan dilakukan setiap hari kerja di Kantor
ataupun di lapangan sesuai dengan situasi dan kondisi.

Implementasi pelayanan publik dimaksud sebagai mana tertuang

dalam alur pelayanan masing-masing Sekretariat, Bidang dan UPTD.

2.3.2. Kinerja Pelayanan DKUKMPP

Secara umum kualitas pembinaan Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan secara terus menerus
mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya

peningkatan kualitas pelayanan tersebut adalah :
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Meningkatnya kepedulian berbagai stakeholder yang terkait
pembinaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan antara lain: Masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi
(Dekopinwil/Dekopinda, Forda UKM, Kadin), Perguruan Tinggi, dan
BUMN/BUMS.

Meningkatnya anggaran pembangunan untuk Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan melalui Dana APBD
dan dukungan pembiayaan melalui dana APBN Kementrian Koperasi
dan UKM RI, Perindustrian dan Perdagangan.

Meningkatnya keinginan masyarakat untuk mendirikan Koperasi
dan mengembangkan usaha di berbagai sektor.

Meningkatnya penerapan pola kemitraan antar Perusahaan dan
masyarakat terutama dalam hal pengembangan usaha di sektor
pertanian (perkebunan, kelautan, perikanan, peternakan, tanaman
pangan).

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pembinaan Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tidak terlepas dari

meningkatnya kapasitas kelembagaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah, Perindustrian dan Perdagangan meliputi kapasitas

Sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan

sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi :

1.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan
formal dan diklat fungsional dan Bimtek.

Tersedianya hasil-hasil kajian berupa Database Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Fasilitasi berbagai forum multi stakeholders di bidang pemberdayaan
Koperasi melalui Workshop, Temu Usaha, Pelatihan dll.
Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis,
dan terpadu antara lain melalui koordinasi dengan Dinas Koperasi,
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, Kementrian Koperasi
dan UKM serta Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.
Pemanfaatan  teknologi informasi dalam pengelolaan data dan

informasi.

Evaluasi capaian hasil Renstra Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya
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Tahun 2014-2019 menunjukkan bahwa terdapat beberapa keberhasilan

sebagaimana ditunjukan Tabel 2.1 di bawah ini :
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KABUPATEN KUBU RAYA

Tabel 2.1.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No

Indikator
Kinerja
Sesuai
Tugas
Dan
Fungsi
Perangkat
Daerah

Target
NSPK

Target
IKK

Target Renstra Perangkat

Daerah Tahun Ke

Realisasi Capaian Tahun Ke

Rasio Capaian Pada Tahun Ke

Target

2

3

4

5

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Indikator
Lainnya

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2014

2015

2016

2017

2018

2019

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

Persentase
Koperasi
Aktip

55 %

51%

51 %

51 %

52 %

52%

55 %

51

51

51

52

52

55

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100%

Persentase
Usaha Kecil
dan
Menengah
Kecil

54 %

50%

50 %

50 %

52 %

52 %

54 %

50

50

50

52

52

55

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100%

Jumlah
peraturan,
kebijakan
dan
pelaksanaan
operasional
tentang
perdagangan

3 Perbup

66 %

66 %

66 %

66 %

66 %

100 %
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Jumlah
pusat/sent
ra-sentra
Industri
potensial
dan unit
usaha IKM
produktip.

2 Sentra

50 %

50 %

50 %

50 %

50%

100 %

Jumlah
Pelayanan
Tera/Tera
ulang
terhadap
para
pedagang/
Pelaku
pasar.

250
Perdagan

ga

200

329

342

200

329

342

100 %

100 %

100%

Predikat
(Nilai)
LAKIP DK-
UMPP

CC

BB

BB

CC

BB

BB

100 %

100 %

100 %

100 %

100%
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Tabel 2.2

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KUBU RAYA 2014-2019

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke Realisasi Capaian Tahun Ke Rasio Capaian pada Tahun Ke Rata-rata

o i 1 2 3 4 5 ; 1 2 3 4 5 5 1 ] 2 | 31415 6An1aRe:lis

014 015 2016 017 2018 2019 014 015 2016 017 018 019 | 2014 | 2015 | 2006 | 2017 | 2088 | 2019 rf: -
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 18 19
{ |Program perencinaan 0000000 | om0 | 1275000 B9000| 10000000 es30| 99000 oLm | 1275000 w7m| i | om0 | 5| %2 | om0 | & | 6 | 0% % | 0%
pembangunan daerah
Sistem informasi - perencanaar,
2 |moniorivg, evalies 0 0o | 1275000 0 0 0 0 9Lm | 1275000 0 0 0 0 | wa | m | o |0 0| m|m
pembangunan
3 | ensunan Rercna Stategs 10000000 0 0 1000000 0 s500m|  9%0m 0 0 8650000 o | % | o0 [ o |y o | % ||
(Renstra) SKPD
Penyusunan Sistem Informasi
4 |Perencanaan, Montorng i 0 0 0 3300|0000 sem| 0 0 0 giom| 6w | s | 0 | 0 | 0 | B |6 |0x%| 0% | o
Fvaluasi SKPD
Program Pelayanan
g [[Togram 7e WLU6904 | a0y | a0 | wam|  IE0| RSN MDA | 485408 | 406690 o | | sserm | & o6 | o | @ | | 9w o | 0%
Administrasi Perkantoran
6 |Penjedian foss sut menurat | 54900000 0 0 0 0 0 5340000 0 0 0 0 0 g0 o ool 0| ow|m
7 |Pemedaan jass onunias 76000 | Qa0m | 45 | BSm| 00| mame|  mooxs | s | 4mn o5a7e0|  mgmms| msss | 0| 9% | 8 | % | 98| 28| 0% | o
sumber daya air dan listrik
sf:;f;rd’”" Ja2 e B0 | a4 | 4000 wogRom| 40| ISA70| BRSO | 44000 | 48540 o] o] staz | ome| mo | w0 | @ | w | 0| 0% | 0%
9 (Penyedian a tus fantor oo | Bma0 | 20000 smom|  mommw|  Bewzs| sweow | umzm | 2000 woum|  momo| He02s | w0 w7 | w0 | o |10 | w0 | 0% | 0%
10 Z gzgzg’;’;ganba’a"g o @ | e | 2 | 2 oo ;o] 200ma0|  Sowow | 22000 | 240000 sogo|  monoo| 2omew | w0 0 | w0 | w0 | w0 | w00 | 0% | 0%
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Penyedlaan komponen instalasi

dinas/operasional

1 |Istipeneangan tanguran 000 | 2w | 30w soow|  jomom| Sosaw| mawow | i | 30w soow|  3mom| s | | % | w | w0 | w0 | 95| 0% | 0%
Kantor

Peedaan batn bacan din | ¢ 2w | 4w 276000 1020000 | 2w | 1smew | 3500 2460000 wm| 1w | 8| g2 | & | & |gn| 55| o |
peraturan perundang-undangan

3;’;%;"3";"” maran G o | oo | 30000 soom|  Sooow|  zsmoe|  swow | mmmom | Bow somom|  sooom| smaw | m| o3 | w0 | w0 | w0 | w0 | 0% | 0%
Aot kot o e | sy | s | mow|  S0m| | Bismaw | MSSE0 | 1069140 mmse| s wemm | w4 w2 | 7| & | ox|ws| 0% | 0%
Konsultasi ke luar daerah

Rt i co 25084 | s | & gosm|  waem|  moow|  sew | zomww | esisom smsw|  gom| Aweow | | 2 | s | 7w |3 | ws| % | 0w
Konsultzsi ke dalem daerah

Aot Joncias pemtargnen | e | gm0 | assm wxmwl 0 o500 | BoBOw | I | 75%0m gm0 womo0 | & | um | 9| B | 0| 8| o | o
Koperasi dan UMKM

Penyedaan jasa pemelharaan

7 \don g fendran 300000 w0 | 3 s sowaw|  pogw| 0 W | 236380 s eassm| 6 | o | o | m | 6 65|08 m | m
dinas/operasional

82):3?;3?:[7 Jo3 iz swow | e | 7momom e  saow|  menww| 4% | emmom | e wmom|  saoow| s | w| w0 | w0 | 0| | %85| 0% | 0%
Program Peningatan Sarana | occorcom | s | semmw | 49| A5 THR00| 6D | 5408957 | 5440350 0 menaw| a0 | %| o | @ | o o s o | 0w
dan Prasarana Aparatur

 Pevgaten Kendaan X500 | smm | 4172900 0 0 0 sumsom | e | 4z 0 0 0 % | | m | o oo ||
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Pengadaan perengkapan- gecing

i ] s | amm | aws|  amm o0 0 s | ammw | smm|  Amm| o Aoy | w | u | ee] 0| o)
] ::zf;fd”” o ¢ o | o | mgm | 0 ] g | Gem | Swm | mmm | o 0| o | % | s | w | oo | o | ||
2 |egatn et www | 8w | ommw | o ] sEW | oW | 7m0 | 94 0 0| g | v wm | w0 | 0| & ||
! Z Z(”j’uen/g’a;j;”m[”“"”/berka/a ] 0| mmw | ) 18250 0 0 o ) 0 | | o | 0 | w0 | 0| 9| m|m
5 :zz’;alg‘;fa;n;ﬁgf:ﬁ;/ s | sww | mew | mwm|  mmm|  smm| ses | sww | o | mawm| wow| ame | s 88| 9|5 |9 55| m | s
¥ ng;’u”[’:r”"” e M| B | SWA | Sm0m| SI5W | S | 6w | MEM0 | ssw0 | 4@ 4% | oma0 | 0| o | 9| 9| 9| 5| m|m
7 ; zgzg‘;”j;m’g” B | gmw | sww | sww|  sww| sow| e | ww | wmw | gww|  zew| zow | o 5 | 9 | o || we| s | o
8 Zeeggu‘;g"/z ns%m 50000 0 0 | MWW | B | S 0 0 mawm| o | ame | w0 | o | % | %] 6| 0|
3 : p’m pengatn dspin | yoooom | e | wsom | 0 ] D] B | G | g6 ] ] nom | w u | w0 | o | m| 0| o
y [N o R B | e | ogaw | 0 ] W AW | EHW | 860 0 ] o | ow ow | w0 | 0| m| 0|

perlenghapannya
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=

Penyusunan Rencana Kerja, RKA,
DPA dan DPPA

24570000

28,108,800

20,075,000

23917.000

89

85.09

0%

0%

~

Penyustnan LPPD

10,000,000

15750000

9115000

13.389.000

B

8.01

0%

0%

S

Program  penciptaan iklim
usaha Usaha Kecil Menengah
yang konduksif

29000000

165627000

238600000

141331400

0

%

0%

0%

Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pemasaran UMKM

239,000,000

100,000,000

236,600,000

99.192.100

0

9

0%

0%

<

Workshop Penyempurnaan
Kemasan Produk Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah

4627000

42139300

Ll

0%

0%

>

fasiltasi pengembangan Usaha Kecl
Menengeh

0%

0%

=

Sosialisasi Perda badan layanan
umum kredt mikro bagi KUMKM

0%

0%

So

Pelatitan Keterampian UMKM

0%

0%

53

Pengembangan Merketing Bisnis
Center

0%

0%

=1

Pelatihan Informasi dan Teknologi
(IT) bagi Aparatur untuk Design
Produk

0%

0%




51 | Penataan Galeri UMKM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 0% | 0%

52 |Business Gathering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0| 0 0% 0%

) ;Z’yif/’a” Lancing Baidtes i) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o [0l o oo ]|ow|m
Program Pengembangan
Kewirausahaan dan

5% N 0680884 10RO | MW | I698B0| 2648000 WEL| SISO S0 | 16916720 msuom| M | mosim | 8| & | o | A || 7| o | 0w
Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah

% ; fm’ ﬁ;”;;’ffju”k’;‘j" S| s W00 63000 | 0540|3000 DMIBSW|  H06%.19% BR70600| 98460000 no0|  lasen| mmm | | g6 | v | @ | 9w 98| 0% | o
Pengembangan, pengendalian,

5 |perganasn kopeas simpan | 605648 M| g0 0 0 0 2864000 4750 80000 0 0 gl g | m | oo 0| ow|m
pinjam dan LKM
Bimtek Pengembangan Kerajinan

7| ot 0 5300|2970 0 0 0 0 648700| 2685400 0 0 G| % | o o] 0| o] o
Penilaian  kesehatan koperasi

S8 |sngan pinam i foperasi o2 | BSB4T 700600 10063200 0 20000 2000000 31094500 21850| 1005320 0 nwow | x| sl %B | w | o | m || o | o
Keuangan Syariah

sg (e penbenn POALD) 1BIH50 0 0 0 0 0 9315400 0 0 0 0 o o oo o] ow|m
Dana Berguli

g | Ennotn st conpsaan 0 20484600 0 0 0 0 0 41949100 0 0 0 0 o oo oo ]|ow|m

Kios PKL/UMKM
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=

Penyusunan profil produk UMKM di
Kabupaten Kubu Raya

=

Memfasilitasi peningkatan kemitraan
Usaha bagi usaha mikro, keci dan
menengah

<o

Bimeek strategi pemasaran produk
bagi UMKM

=

Pelatihan SDM Koperasi dan UMKM

ts21

Kajian pengelola herbal bawang
dayak bagi pengembangan usaha
mikro, kecildan menengah

>

fasiltasi pengembangan kerajinan
dagrah

B4

Kajian peningkatan ekonomi mikro
dengan pengembangan kawasan
industri pengolahan Kabupaten Kubu
Raya

So

Pelatihan penyusunan RAT

pe=y

Bimbingan Teknis Wirausaha
Potensial UKM

>

Bimtek Manejemen Usaha bagi
UMKM Kab.Kubu Raya




Bimtek Kemitraan Koperasi dan

e 0 58,700,000 0 0 B0m00| 37910200 0 59,8000 0 0 775000 3838900 s | o | o |w2|ow| o | ow
7 |Pengtaensaana g prasan 0 54850000 0 0 0 0 53380700 0 0 0 g |l o | ool o ||
promosi

73 | Wonttring Evalies Pelaporan 0 0 0 0 Homom| 3500000 0 24000000| 35000000 0 | o | o |w|m| o o%
Program Pengembangan

gy | Stem Pendukung Usaha | 0o o0 cor | Tgesas | 43363 0| 15800 G58700| 4LINSH | Ses0 | 136260400 6198000\ 125850000 58102750 | B | %5 | & | 10|82 0% | 0%
Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

75 Montog, evles da 040700 ues0m| 280900 | 24510 Womow| B0 3178300 1947000 2881090 | 286760 25065000 4946050 & % | w0 | o o2 |o985| % | 0%
pelaporan  pembiayaan/permodalan

7o | orstop Peryusurn Froposs 0 amso| 22 | 3070 0 0 0 saem| nmm | wmm 0 0 gy | o | 2| oo || 0w
Pinjaman Koprasi dan UMKM

n %”&’”" pegussta 0\ e 1 50000 410750 | %9570 0 0 B471.20 e B | 225w 0 0 s me | & | e | oo || 0w
gy | orstop peyusien lpoan | gy, e 47950000| 41207700 0 0 0 46894500 8760|3967 0 0 0 plan | v ool o|m| o
Keuangan  simpan pinjam Koperasi

Workshap kerjasama antar lembaga

" . 77054100 amm| 0 0 0 0 3676000 315700 0 0 0 0 6| 706 | o | o oo || 0w
untuk pembiayaan K-UMKM

gy | Penazen pembsnquen fren |y o 0 0 0 0 199452000 0 0 0 0 0 w0 | o lololo|m| o

pasar/kios kecamatan Rasau Jaya

28




Pendampingan Penyustnan RAT

| s 0 B | B0 0 0 0 0 | B 0 0 C 0 lar | m | ool o || m
g [y dnfles Addss |, ) 1 ) 0 0 ] 0 L0 0 0 0 Lol o lmlololom|m
Kelembagean Koperasi

) m"k””"” Dt e 0 9350 0 somm| gl wem| 0 738940 0 somm| S| Bl | 0 | Ma | 0 | % | 82|06 0% | 0%
o e L Ry gm0 0 0 BEW | B B 0 0 0 7m | 8| es | 0 | 0| 0| %] m| o
penghargaan kaperasi berprestas

95 | Pengawasan Koperasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 {00 |0%|0%
% |Penyusunan Dat Base Koperasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01000 0% | 0%
g Pecen et s ) ) 0 ) 0 0 0 0 ) 0 0 0 Lol o o lololo|m|m
foperasi

op (IS PN | )y 0 0 0 0 0 03500 0 0 0 0 0 Lo Lolololo|ow|m
undangan koperasi

Pengemangan wanasan |
9| o tatp o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ol oo Lo lo oo oo
|\ et e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ol o Lo lo oo m|m

ferhadap ekonomi masyarakat
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Program peningkatan dan

101 pengembangan pengelolaan 19.192.000 10,000,000 35,696,000 4,790,000 52,000,000 5137000 8615800 35,696 000 35,696 000 49432 39539916| 49001000 00| 39 (7603|9538 0% | 0%
Kewangan daerah
Peningketan Kapasitas Pengelolean

02 |Keangan SKPD (Implementasi S4P| 9,192,000 3569000 3569000 4790000 52,000,000 SL375000| 6615800 35,696 000 35,696,000 499432 39539916| 49001000 00| 58 (7603|9538 0% | 0%
Bertasis Akrual)

03 Fasfitasi Penataan Aset Paca SKPD| 10,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10| 0|0 |0%]|0%
Program Pengembangan

104\ Komunikasi, Informasi dan 0 33485000 33485000 15,000,000 6,000,000 20600000 0 33,355,000 33355000 1431000 58640001 20.680.000 00| 95 (906|942 0% | 0%
Media Massa

5 ﬁ;ﬁ;’;ﬂ Diunets 0 s | pmmo | swm| | 2mm| o0 BEW | 5w w3m| S| 06000 w5 | 8|9|om| o
Program  Pembinaan  dan 0
Pengembangan  Kelembagaan,
Ketatalaksanaan dan Aparatur

06 | pemerintah Daerah 0 0 27,000,000 24000000 6454900 0 0 0 4764000 23430000( 61027900 0 | 5B | 9762|%455| 0% | 0%

7/ Penyusunan Database E-Formasi 0 0 0 5,000,000 5,500,000 0 0 0 0 4580000 5,500,000 0 0 | 59 | 100 |0%]| 0%
Penyusunan - Standar - Kompetensi

08 0 0 0 7000000 5,500,000 0 0 0 0 6,640,000 5,500.000 0 0 | 2|10 0 |0%]| 0%
Jabatan (SK))
Peningkatan  Kualtas  Peleyanan

9Pub//k 0 0 0 7,000,000 7,000,000 6,969,900 0 0 0 6,164000 6430000 6824900 0 | 50 |965|9792| 0% | 0%

10 {Penyustnan Standar Pelayanan 0 0 0 8,000,000 6,000,000 0 0 0 0 709,000 6,000,000 0 0 | 5|00 |0%]|0%




Peningkatan kapasitas Kelembagaan

11 0 0 0 57,575,000 0 0 0 54,203,000 0 | %414 0% | 0%
perangkat daerah

ypp|Program - Pengembangan) ., ) 479 0 0 0 15157000 0 0 0 % 0| 0| o | 0%
Kelembagaan PKL

113 | Perbaikan sarana pasar tracisional 192972472 0 0 0 151,577,000 0 0 0 9 0| 0 | 0% | 0%

j14/Program _ peninghatan - dan 0 80,436,000 64960 0 0 6950 | 5831160 0 % (%8| 0 | 0% | 0%
pengembangan ekspor
Koordinasi ~ dan~ sinkronisasi

157 A 0 6,951,000 0 0 0 5,201,000 0 0 Bl 0|0 | 0% | 0%
kebjiakan pengembangan industri

1g|PErgembangan momesi pelarg) 8338000 2 0 3908350 ne6m| 0 st |%72] 0 | 0% | 0%
\pasar perdagangan luar negeri
Sosialisasi kebijakan

117 | penyederhanaan ~ prosedur ~ dan 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 | 0 | 0% 0%
dokumen ekspor dan impor

19| ergembengan dla base formas 0 2514700 1743300 0 0 ussm| s 0 B |0m| 0| 0| 0%
\potensi ungquian
Program Pengembangan v |

119 Industi Kecil dan Menengal 104.015.960 0 0 0 87.377.600 0 0 0 8 01 0| 0 | 0% | 0%
fasiltasi bagi industri kecil dan

120 menengah terhadap pemanfaatan| 41735360 0 0 0 37.177.600 0 0 0 8 0 0| 0 | 0% | 0%

Sumber daya
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fasilitasi sertifikasi produk pangan

0/ )
| romar ey | 2060 0 0 0 0 0 50.200.000 0 0 0 0 0 sl o | o | oo |0 |ow]|m
17 Program Peninglatin) 1 00 0 0 0 0 0 32.268000 0 0 0 0 0 B0 | oo oo ||
kemampuan teknologi industri
3| s Updatg Dat Bise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o Lol oo|o|m|omw
Industri
124 f;/’;””"” pembiean MArGENeN 4o 0 g 0 0 0 0 0 32.268000 0 0 0 0 0 Bloo | oo oo o]
g5 rogram peninglaten efisensi  acosgror | ooy | a0 | 255095650 W8H300|  L90|  BLESAD | M04L0 | 213340 | 248080155 msust| w057 | | u | w4 | v | s | ves| o | 0%
perdagangan dalam negeri
30|25 emudaten - periran 0 uewo0 | 0950 | 45640 s550| 164158000 0 04840 | 109w | 4495905 Q6161|1503 59| 0 | o | 9567 | 9%99| 0% | 0%
\pengembangan usaha
Monitoring tentang Pengembangan
127 |Harga Sembalo, Barng Penting dan| 23,4750 somom | 5000 | 4940000 M| I4IBM0 | 2760 | 12647100 550000 8320000 suoewo| wsem | 93| & | m | % | w45 90| % | 0%
Barang Umum lainnya
128 | Pasr Murah wang | Z000000 | 18450500 | 154269250 0 75000| 2046850 | 473570 | 148850 | 15384250 0 7741100 sl 9 | & | 9o | w|ow]|m
Penyempurnaan Perangkat
19| peatuan,  Kebipan  in 0 0 0 0 36,901,000 0 0 0 0 0 umm| 0 0 | o | o |us| 0| 0% | 0%
Pelaksanaan Operasional
Pengawasan terhadap pelaksanaan
) 0 0 0 6,880,000 698350 11,576,000 0 0 0 6,880,000 §7350| 11573000 0 | 0 |0 |9a|es| % | 0%

\penggunaan pupuk bersubsidl dan
pestisia
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Sosialisasi Peningkatan Penggunaan

) 0)

13 Procik atam Neger 0 0 0 25,896,000 0 0 0 0 16,406,000 0 0 0 6335 0 | 0% | 0%

139 |Pergembangan pesar dan OSUTSI) g, occ oy 0 0 0 62604000| 7942500 0 0 0 55659500 gl 0 | o 0 |87
barang/produk
Program Perlindungan

133|Konsumen dan Pengamanan|  141.761.940 2,546,814,000 102,459,100 0 0 39.521.900 66,043,600 101,559,500 0 0 28 10 99 0| 0 | 0% | 0%
Perdagangang

1% Pengawasan lPeredaran Bahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lo | ow
Makanan dan Minuman

35 |PETMLan pengaNGSan PErHIE 20 | ssomam | 2486800 0 0 waw | s | 20%6m 0 0 B % | % 0| 0| 0% | 0%
barang dan jasa
Pembentukan badan penyelesaian

136 | sengketakonsumen Kabupaten Kubu 60,000,000 0 0 0 28,743,400 0 0 0 8 0 0| 0% | 0%
Raya
fasilltasi ~ penanganan  pengaduan

137 |sengketa  konsumen  oleh  BPSK| 0 0 61,460,000 0 0 0 0 61,460,000 0 0 100 0| 0 | 0% | 0%
Kabupaten Kubu Raya
Sosialisasi  peraturan  perundang-

138 |undangan di Bidang Perlindungan 0 25,000,000 19132600 0 0 0 24436,200 19132800 0 0 98 100 0| 0 | 0% | 0%
Konsumen

39 PEncatEn pecagang dan potens 0 45,645,000 0 0 0 44665000 0 0 0 % 0| 0| 0% | 0%
pasar tradlsional

140 | pembangunan pasar 0 2.361,169,000 0 0 0 120,721,000 0 0 0 5 0| 0 | 0% | 0%

33




Program pembinaan pedagang

141 T 0 0 L0600 | 2957157000 | 59851155 2556082675 0 95900 | 2661994600 soM85093| 2459943%1 | 0 6 | |%®8| % | 0|0
Kakilima dan Asongan

0 Rapat koorc(/ﬁasi Revitalisasi Pasar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o Lo Low !l ow
Rakyat/Tradlsional

43| embangunen Posar Tradsionaloan 0 0 16599100 | 2957157000 | 5951155 2556082675 0 MI86500 | 266994600 o850\ 2459943961 | 0 4| 3 %8| % 0% | 0%
Pendataan Pasar/Pedagang

ygg|107S10P e pembirean 0 0 H42500 0 0 0 0 H412500 0 0 0 100 0

\pengelolaan pasar

145 f:;‘:le'e"ggam" Meologl y vscaorsty | 215413730 | 97643sE0 | 30430000 | 27883s00|  257872600| 1016394600 0 316,086,072 262963500 242979380 | 89 0 | 81 [943| 9% | 0% | 0%

146 | Verfkes Al alt Standir 0 0 08150 | 25500000 usmom| 7520700 0 0 2713000 wensm| G0 | 0 0 | 9 o8| &5 0% | 0%

47| etemien Teins Kemebobgin 0 27.861.50 0 30740000 0 0 0 0 25,366,000 0 0 0 0| & | o] o || ow
dan Forum Konsultasi Kemetrologian

148 | Dkt Apratur Metrlogi 95,705,100 03000 | B0 | 39000 025000 245000| 4213540 0 18463000 B92L00| 19226680 0 | 5% |en|w2| o | o
Penyediaan Peralatan Standar dan

149 | Pernglapan Pebyanan Tera din 0 0 0 84000000 4893500 0 0 0 81,960,000 w0600 0 0 0 | 9% (%3] 0 | 0% | 0%
Tera Ulang

15| PEmbuat Sstem Mergiemen Mty) 0 0 2000000 0 0 0 0 $95057 0 0 0 o w00 || om
UPTD Metrologi Legal
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Pelyyanan Tera dan Tera Uleng

il ) 0 ) nwm | mum|  mssa| o0 I 4710 15m| 050080 | 0 AEAAR AN
j vaten i fhss aa) 0 ) 10 0 ) 0 I 95000 0 ) 0 900 |m| o
Pertnghapannya

153 P et ] ) ) P, amm|  Baw| 0 ) 710650 amm| s | 0 Bl m| |
Peninghatan dan Pevetaan Sarang

G iy I 0 ) ) 0 ) 0 0 0 0 0| BERRERRRE
T e 0 5 ) 0 I 0 0 0 0 0 0 BERRERRRE
femetobgian

pencampingan dan fasiltas era dan

1% R | pwm | s ) 0 ) BT 0 0 0 0 5 BERRERRRE
tera ulang UTTP

e L |0 ) 0 ) 0 0 0 0 0 ) BERRERRRE
Wetrolog Legal

5 penyezﬂagn kendaraan- operasional i 0 i ) i i i i 0 0 0 i dlolololy
Metrolog

g P peRd ) | ) ) ) ) wsam | s 0 0 0 5 0 lolololo
perngkapen kemetrologian

g PR R RS 08 e | oy I ] 0 ] amm | Fma 0 0 0 i BERRERRRE
(an tera ng UTTP
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Pelaksanaan  sensts  dan

161 B pwm | B 0 0 0 0 Qs | 1855100 0 0 0 0 9 o | o |olo|olo]o
penyusunan database metrologi

o :::3::‘ peretan U cooeode) | 28099950 | 4373900 | 13419700 0 0 B840 | 27606950 | 242390 | 12710200 0 0 g | %5 |9 |o|o]olo]o
Penyusunan  Reperda  Rencana

163|ntingnen st Doet| 0 0 78000 | 314970 0 0 0 0 0| 0 0 0 o || lo|olo]o
(Repida)

164 peryusunan dittese it 26830 | 20000 0 0 0 0 26900 | 19177500 0 0 0 0 % | % [ o]ololo|o]o
i PSP T e g 0 0 0 0 0 0530 0 0 0 0 0 Bl oo [ olololo|o]o
program perindlstrian

166 montoringdonevalis st 0 8999950 | 165090 0 0 0 0 840 | 16 0 0 0 0| % | w 0 ololo
1 :e’zf:::: d":s':‘r’f;':::::'l‘ IR 0qasses | 1636000 | NGMIIB | 240000 | 36265000 | 4194500| 450518000 | 161863700 | 39908735 | 206200 | 4080800 | 3esuroo0 | 96| %9 | 99 | o5 |o433|9as6| 0% | 0%
i Prvragaean Pamen el 560 | 1L | 127640000 saom|  mesw| 0 D560 | 1L | 173800 HOg50| 1219929 | w | 2 0|6 o] o
aan Pameran di Luar Provinsi Kalber

Fasiltasi - Pengembangan  Dewan

169 rginan Mosonal Doerh| 194693568 0 B | 1640000 wem|  268000|  18353800 0 mms | 3w wasm| w0 | %) 0 | w | % | 95| 0% 0% | %
(Detranasd)

gl femuan  peren 0 13,707,000 0 0 0 0 0 13847000 0 0 0 0 9 0|0

pengembangan perindustrian
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Penyusunan Data Base Indlstr Kecl

i 0 0 4595000 0 0 Qx| 0| 0 95| 0% | 0%
Menengah
Penyusunan  Perauran - Dagrah v |

n FROY 0 0 41500000 0 0 M@ |0 |0 031\ 0% | 0%

173 | PromosiBat Khas Kubu Raya 0 0 0 0 0 0 01 0 0| 0% | 0%
Bahan Percontohan Pameran Uiuk 0 |

g G 0 0 0 0 0 0 0| 0 0| 0% | 0%
Delathan - pengembangan  procik

15 ) 8.23200 0 0 77980000 0 0 % 0 0| 0% | 0%
(an teknologi karet alam
Kejan  shategs  pengembangan

176  kawasan indust Kabupoaten Kubu| 200,000,000 0 0 198.000.000 0 0 90 0| 0% | 0%
Raya

g P S pta o 0 )| mew 0 b 0| o | o
(esn kerginan

o Fasitasi~ Operasional Gl i i I i i i 0 i

Debranasta
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DKUKMPP

Tantangan yang dihadapi dalam pembinaan Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten
Kubu Raya antara lain

a. Masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi
sehingga menjadi tantangan bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Kubu Raya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
atau penyuluh koperasi tentang manajemen usaha koperasi
dalam memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat
luas

b. Terbatasnya infrastruktur sehingga berdampak pada kesulitan
dalam mengembangkan usaha.

c. Terbatasnya pembiayaan untuk pemberdayaan Koperasi untuk
beberapa kecamatan dan pembiayaan untuk Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

d. Terbatasnya sarana prasarana perdagangan.

e. Terbatasnya pembiayaan untuk melaksanakan monitoring dan
evaluasi perkembangan harga sembako, barang penting, dan
barang umum lainnya.

f. Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal sehingga
rendahnya akses terhadap pemasaran baik pasar local dan luar
daerah yang disebabkan kualitas produk yang kurang berdaya
saing sehingga Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya
melakukan inovasi berupa pemanfaatan teknologi canggih
berbasis website.

g. Masih rendahnya daya saing produk UMKM seperti rendahnya
kualitas produk dan kemasan yang kurang menarik sehingga
tantangan untuk dinas dalam meningkatkan kemampuan
pelaku usaha dengan mengikuti pelatihan keterampilan usaha
melalui pendidikan dan pelatihan.

h. Masih kurang lancarnya peredaran Bapokting seperti BBM
(Solar dan LPG) dikarenakan banyak factor seperti terbatasnya
kuota BBM (Solar dan LPG) serta database kebutuhan BBM
Solar dan LPG yang belum valid.
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i. Maraknya Pedagang Kaki Lima yg berada di jalur illegal sehingga
ini tantangan tersendiri bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu
Raya dalam melakukan pengawasan pasar serta peluang dalam
mengajukan modal dan penambahan jumlah lokasi pasar yang
dapat menampung pedagang secara resmi.

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan adalah
dukungan dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam memfasilitasi
penyusunan Standard Operational Procedure (SOP) dalam rangka
memberikan pelayanan prima kepada Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
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BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan

Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan
perumusan perencanaan yang berkualitas. Kondisi tersebut di atas
sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam
hal ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian
dan Perdagangan yang membantu Kepala Daerah dalam
Perencanaan Pembangunan Daerah.

Adapun isu masalah pokok, masalah dan akar masalah pada
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

dibawah ini :

Tabel 3.1

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Kubu Raya

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
1 | Sebagian Koperasi | Terbatasnya Pengurus kurang
tidak melaksanakan | pengetahuan tentang | paham hakikat
RAT Manajemen Usaha | Koperasi, rendahnya
Koperasi, lemahnya | kualitas SDM pengelola
kelembagaan koperasi,masih
koperasi,rendahnya rendahnya akses
partisipasi anggota | koperasi terhadap
koperasi teknologi dan
terbatsnya jejaring
usaha koperasi
2 | Rendahnya kualitas | Jarang mengikuti | Kurangnya informasi
produk dan kemasan | pelatihan  keterampilan | terkait Program
yang kurang menarik | usaha dan terbatasnya | Kegiatan UMKM  serta
modal untuk membuat | sulit mengakses
kemasan yang baik permodalan karena
tidak Bankable
3 | Terbatasnya jumlah | Terbatasnya kuota BBM | Database kebutuhan
SPBU dan Pangkalan | Solar dan LPG BBM dan LPG belum
LPG 3 kilogram valid
bersubsidi
4 | Belum mampu | Terbatasnya modal | Sarana  pasar yang
menyewa kios / lapak | usaha dan masih | masih terbatas
dan belum menyadari | berorientasi berjualan
ketertiban lalu lintas | dipinggir jalan raya
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Tingkat pengetahuan | Belum membentuk | Lebih suka berusaha
pengelolaan  potensi | kelompok usaha bersama | sendiri
lokal yang terbatas

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati
Terpilih

Visi dan Misi Bupati Kubu Raya adalah “Terwujudnya
Kabupaten Kubu Raya Yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan,
Berkualitas dan Religius’, dengan misi yang mendukung
terwujudnya visi tersebut adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang bersih
dan berwibawa (Good and Clean Governance).

2) Meningkatkan infrastuktur serta pelayanan pendidikan dan
kesehatan untuk peningkatan dan perbaikan kualitas hidup.

3) Meningkatkan penguatan ekonomi desa untuk pembangunan
yang lebih berkeadilan dan bersandarkan pada nilai-nilai
kearifan lokal.

4) Meningkatkan penguatan aktivitas dan kelembagaan bernuansa
religius di seluruh lapisan masyaraat.

5) Meningkatkan penguatan peran perempuan untuk peningkatan

kualitas dan kemandirian ekonomi.

Visi dan misi Kabupaten Kubu Raya terjabar dalam program
yang mendukung pencapaian sasaran dan tujuan RPJMD
Perubahan Kabupaten Kubu Raya tahun 2019 - 2024. Adapun
program dan kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya
dimaksud sebagai berikut :

1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

4) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja Dan Keuangan
7) Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah
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3.3.

8) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media
Massa

9) Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan,
Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah

10) Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang
Konduksif

11) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah

12) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha
Kecil dan Kecil Menengah

13) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

14) Program Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah,
Kecil.

15) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

16) Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan

17) Program Penyelenggaraan Metrologi Legal

18) Program Penataan Struktur Industri

19) Program Pengembangan Sentra -Sentra Industri Potensial

Telaahan Renstra K/L da Renstra

Institusi perencana, baik di tingkat pusat maupun daerah
bertanggung jawab untuk menghasilkan rencana pembangunan
berdasarkan proses perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional. Perencanaan dimaksud dimulai dari daerah
hingga tingkat nasional, yang melibatkan para pemangku
kepentingan (stakeholders). Dalam rangka mengintegrasikan,
memadukan, dan mensinergikan perencanaan antar daerah, antar
ruang, antar waktu, dan antar fungsi serta mewujudkan keterkaitan
dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
dan pengawasan dilakukan dengan mengoptimalkan partisipasi
masyarakat, serta menggunakan sumber daya secara efisien, efektif,
berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, maka penentuan visi, misi,
kebijakan, tujuan dan sasaran institusi perencana pembangunan
harus selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian

dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya, sebagai institusi
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perencana di daerah, menyusun program dan kegiatan sebagai
penjabaran dari visi dan misi yang selaras dengan program dan
kegiatan sebagai institusi perencana di tingkat pusat dan
kementerian/lembaga yang terkait.

Adapun sasaran yang telah ditetapkan yaitu :

1) Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi.
2) Meningatkan kepuasan pelayanan publik.
3) Meningkatkan pengelolaan tata ruang wilayah.

4) Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan.

5) Meningkatnya kapasitas infrastruktur dan konektivitas wilayah.

6) Meningkatnya layanan sanitasi.

7) Meningkatnya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

8) Meningkatnya aksesbilitas dan kualitas pendidikan.

9) Meningkatnya aksesbilitas dan kualitas pelayanan kesehatan.

10) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan
masyarakat, serta menurunkan tingkat kemsiskinan.

11) Meningkatnya investasi penanaman modal daerah.

12) Meningkatnya investasi penanaman modal daerah.

13) Meningkatnya daya saing sektor pertanian, perindustrian,
perdagangan, UMKM dan Pariwisata.

14) Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

15) Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa.

16) Meningkatnya desa berstatus swasembada.

17) Meningkatnya kesejahteraan petani.

18) Meningkatnya kualitas kawasan perdesaan.

19) Meningkatnya aktivitas religius organisasi/lembaga
kemasyarakatan.

20) Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam
ketertiban dan keamanan kehidupan beragama dan
bermasyarakat.

21) Meningkatkan partisipasi perempuan dalam penurunan
kesenjangan gender.

22) Meningkatkan responsivitas gender.

23) Meningkatkan kemandirian perempuan kepala keluarga, korban
KDRT dan tracfiking, serta tenaga kerja wanita binaan.

Dalam pelaksanaannya sinergitas program dan kegiatan Pemerintah

Pusat sebagaimana disusun dengan program dan kegiatan
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3.4.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang disusun oleh Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Kubu Raya masih terdapat kendala terkait

dinamika perubahan lingkungan strategis, yaitu :

1. Masih terdapat Peraturan Perundangan-undangan yang belum
sepenuhnya  terintegrasi secara baik sehingga  dapat
menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan
daerah.

2. Masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia perencana
Sosial, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan.

3. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah masih
menimbulkan penafsiran yang beragam. Hal ini menimbulkan
dampak yang menghambat upaya mensinergikan program-
program pembangunan antar daerah serta antara pusat dan

daerah.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
Penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan ruang
wilayah yang aman, nyaman, produktif, berwawasan lingkungan
dan berkelanjutan. Penataan ruang wilayah Kabupaten Kubu Raya
dituangkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Kubu Raya yang berfungsi sebagai acuan dalam mengembangkan
rencana struktur dan rencana pola ruang Kabupaten Kubu Raya,
dalam rangka mewujudkan masyarakat Kubu Raya yang Bahagia,
Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius.
Permasalahan penataan ruang di Kabupaten Kubu Raya
antara lain adalah :
1. Belum tersedianya peraturan pelaksanaan penataan ruang yang
telah disahkan;
Kapasitas SDM perencana yang belum memadai;
Rendahnya kepedulian dan komitmen stakeholders terkait
penataan ruang;
4. Belum terpenuhinya SPM bidang penataan ruang.
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian

dan Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya berupaya
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3.5.

mengatasi permasalahan-permasalahan di bidang penataan ruang
melalui penganggaran program dan kegiatan penataan ruang dalam
program kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan kedepan serta mengkoordinasikan
permasalahan penataan ruang dengan SKPD dan stakeholders
terkait.

Penentuan Isu-isu Strategis

1) Isu-Isu Internal

Gambaran Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mengacu kepada Isu
Strategis Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan dalam tataran nasional adalah
kepada Peningkatan Daya Saing UMKM :

1. Bidang Perkoperasian

a. Koperasi, belum menjalin kemitraan yang optimal dengan
Pengusaha Besar atau Stakeholder

b. Pola Kemitraan yang diterapkan hanya terbatas pada Inti
Plasma, Perdagangan Umum, dan Sub Kontrak namun Pola
Waralaba dan Distribusi & Keagenan belum dilaksanakan
secara intensif.

c. Kemitraan yang terjalin kurang didukung dengan kesepakatan
yang kuat secara tertulis dalam bentuk MoU (Nota
Kesepahaman) atau Kontrak / Perjanjian Kerjasama.

d. Usaha yang dikelola belum memanfaatkan sumber daya lokal
secara optimal sehingga masih terdapat lahan tidur, limbah /
bahan bekas yang terabaikan.

e. Usaha yang dikembangkan masih banyak dalam skala mikro
dan belum dikembangkan secara terfokus dalam bentuk
sentra.

Akibat / dampak yang timbul dari isu — isu tersebut antara
lain :

e Persaingan yang tidak sehat dan saling mematikan

Terjadinya monopoli

Munculnya distorsi dalam pasar

Usaha menjadi kurang efisien
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f. Belum semua SDM Koperasi mendapat pelatihan
perkoperasian, manjemen usaha kecil, akuntansi,
kewirausahaan dll.

g. Pelatihan SDM Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan belum menerapkan metode
partisipatif

h. Sarana pelatihan masih terbatas

i. Rendahnya kesadaran dalam melaksanakan RAT

j- Manajemen organisasi masih sederhana

k. Koperasi belum memiliki sekretariat yang tetap

Akibat / dampak yang timbul dari isu - isu tersebut antara

lain :

e Koperasi tidak dianggap sebagai lembaga yang
professional

e Tidak tertib dalam menjalankan administrasi

l. Kerjasama dengan perbankan atau BUMN/BUMD untuk
memberikan rekomendasi kepada Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah

m.Modal Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terbatas

n. Pengurus Koperasi belum mampu membuat proposal yang
standar

o. Belum ada kemauan pihak perbankan untuk membuka
cabang di pelosok desa

Akibat / dampak yang timbul dari isu - isu tersebut antara
lain :

e Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengalami kesulitan
e Perkembangan usaha berjalan lamban

e Produktivitas usaha tidak meningkat

Bidang Usaha Kecil dan Menengah

a. Penyebarluasan informasi pasar sangat terbatas

b.Peran Usaha Kecil dan Menengah dalam pemasaran produk
masyarakat masih lemah

c. Belum tersedianya Pusat Oleh Oleh di kawasan strategis

d. Pelaku usaha terikat dengan pedagang tertentu

e. Pengetahuan masyarakat tentang system pemasaran masih
rendah

f. Keuntungan Pedagang Perantara terlalu besar
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g. Penanganan pasca panen masih rendah

h. Kemasan produk yang dijual masih sederhana
Akibat / dampak yang timbul dari isu — isu tersebut antara
lain :

e Nilai jual komoditi usaha masyarakat rendah

e Tingkat pendapatan rendah

e Rantai pemasaran terhambat

e Daya saing pemasaran produksi masyarakat lemah
3. Bidang Perdagangan

a. Pengembangan Distribusi
Masalah pengembangan distribusi Sarana dan prasarana
masih terbatas, sehingga mengakibatkan disparitas harga
yang tinggi antar pulau.

b. Perdagangan Antar Pulau
Masalah perdagangan antar pulau Perbedaan geografis
pulau-pulau di Indonesia dengan sumber yang berbeda-beda
secara alami membawa konsekuensi, tidak semua dapat
dipenuhi oleh daerah sendiri.

c. Perlindungan Konsumen
Masalah Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang
dan Jasa yang beredar di pasar, sebagaimana diatur dalam
UU No. 8 Tahun 1999 tentang Ketentuan Tata cara
Pengawasan Barang dan Jasa beredar di pasar.

d. Masalah Pengelolaan Pasar Tradisional, Desa dan Modern
sangat diperlukan didalam Pemerintah Daerah
mengembangkan dan membangun sarana dan prasarana
pasar, di wupayakan pembangunan Pasar tradisional
diberikan kepada masyarakat, sarana dan prasarana yang
saat ini masih direncanakan untuk dibangun supaya lebih
baik dan layak sehingga menghasilkan Pendapatan Asli
Daerah dengan membuatkan Perda distribusi.

4. Bidang Perindustrian
a. Promosi
Masalah di bidang promosi untuk meningkatkan produk-
produk dalam negeri perlu diadakan promosi tingkat nasional
sampai ke tingkat internasional.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)
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2)

Masalah di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat
dalam usaha IKM belum banyak yang berkualitas handal dan
professional, disamping itu pengusaha IKM pada umumnya
masih belum mampu memenuhi permintaan pasar yang
menuntut kestabilan mutu.

c. Daya Saing Produk
Masalah dibidang daya saing produk kurangnya keterampilan
pelaku IKM dalam memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA)
yang ada, khususnya bidang Agro Industri, sulitnya
pengembangan industri dan sulitnya pengembangan
keanekaragaman produk karena terbatasnya modal.

d. Pemahaman tentang HAKI
Masih belum meluasnya wawasan dan pengetahuan HAKI
(Hak Paten,Hak Cipta, Merk, dll), sehingga para pelaku IKM
belum terobsesi untuk melakukan inovasi teknologi dan
system manajemen baru untuk membangun keunggulan
kompetisi.

e. Teknologi
Penguasaan teknologi produksi mutu mengenai HAK, sebagian
kurang pertemuan industri kecil masih terbatas dan belum
maju, termasuk daya saing untuk inovasi teknologi produksi

yang digunakan masih sangat sederhana.

Isu-Isu Eksternal

Isu - isu eksternal turut memicu bertambahnya permasalahan

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

antara lain ;

a.

Dengan berlakunya AFTA (Asian Free Trade Area) dan MEA
(Masyarakat Ekonomi Asean) maka produk lokal belum mampu
bersaing karena harga produk impor lebih murah.

Tingginya harga minyak dunia menjadikan kegiatan bisnis menjadi
pemicu High Cost Economy.

Resesi / krisis ekonomi dunia berdampak pada krisisnya
perusahaan — perusahaan besar di Asia yang berpengaruh terhadap
tingginya komponen-komponen / suku cadang bahan yang di impor
Indonesia yang berpengaruh terhadap perusahaan di tanah air yang

tergantung dengan peralatan impor tersebut.
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Isu internal dan eksternal dalam pemberdayaan Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Kubu
Raya tentunya harus disikapi dan diatasi secara bertahap oleh Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
Sebagai kabupaten baru hasil pemekaran tahun 2007, Pemerintah
Kabupaten telah melakukan satu tahapan RPJMD dari empat tahapan
RPJMD yang direncanakan dalam RPJPD 2009-2029. Pembangunan yang
dilakukan masih bertumpu pada pemenuhan kebutuhan dasar
pemerintahan dan pelayanan dasar. Rentang geografis wilayah yang luas
juga mempengaruhi pencapaian target pembangunan di daerah menjadi
tidak optimal ditambah dengan keterbatasan pembiayaan pembangunan
yang belum memadai. Beberapa hal yang masih menjadi permasalahan
utama di Kabupaten Kubu Raya khususnya yang terkait dengan peran
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan adalah :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia mengalami peningkatan dengan
nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 66,31 sebagai dampak dari
perhitungan baru yang digunakan oleh BPS (BPS, 2018) yang
menduduki peringkat ke 3 dari 14 Kabupaten/Kota di Provinsi
Kalimantan Barat; (sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya,2018)

2. Masih tingginya angka kemiskinan yang mencapai 5,26 % atau
29.530 jiwa dari 604.563 penduduk Kabupaten Kubu Raya dan
pengangguran.(sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya,2018)

1. Belum optimalnya sinergisitas dan sikronisasi antara Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
yang disusun (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan
pelaksanaannya di tingkat SKPD dan masyarakat yang
berpotensi menghambat pencapaian pembangunan daerah.
Dengan demikian diperlukan integrasi, sinkronisasi dan
sinergisitas melalui peningkatan kualitas dokumen Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
dengan melibatkan partisipasi para pemangku kepentingan,
termasuk di dalamnya mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

2. Koordinasi antar lembaga belum optimal, baik koordinasi dalam
rangka penyusunan rencana pembangunan daerah, koordinasi
dalam  fasilitasi dan  pencarian sumber pembiayaan

pembangunan, dan koordinasi penanganan masalah-masalah
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mendesak/strategis seperti penanganan bencana alam dan
penanggulangan kemiskinan di daerah.

3. Belum ditetapkannya RTRW Kabupaten Kubu Raya, sehingga
koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan
antar sub wilayah belum optimal dan perencanaan
pembangunan yang dibuat belum sepenuhnya memperhatikan
aspek spasial.

4. Belum sepenuhnya selaras dan konsisten antara perencanaan
dan penganggaran pembangunan daerah.

5. Hasil monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan
rencana pembangunan daerah belum memberikan kontribusi
yang Dberarti sebagai acuan/dasar penyusunan rencana

pembangunan daerah berikutnya.

Kurang tersedianya data dan informasi yang lengkap, akurat dan
valid sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah.
Misalnya, data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tidak tersedia
tiap tahun. Demikian juga data kemiskinan antara SKPD terkait tidak

sama.
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4.1

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-
faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang
akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat
idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang
kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik, serta
menjadi arah kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya.

Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan
yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara
spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka dari tiap tujuan
ditetapkan sasaran.

Tujuan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Kubu Raya yaitu meningkatkan laju pertumbuhan
ekonomi dengan meningkatkan sector Koperasi dan UMKM dan
meningkatkan sector Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Kubu Raya dan mewujudkan Pemerintahan yang bersih, efektif,
efisien dan berwibawa. Adapun Meningkatkan sector Koperasi dan
UMKM dapat melalui peningkatan Koperasi dan UMKM yang sehat
serta melalui PDRB Sektor Perdagangan dan PDRB Sektor
Perindustrian serta mewuijudkan pemerintahan yang bersih, efektif,
efisien dan berwibawadengan meningkatkan akuntabilitas kinerja
dan keuangan melalui penilaian predikat nilai SAKIP Dinas.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian

dan Perdagangan menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut
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Tabel 4.1.

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Kubu Raya

: : : : Realisasi Target
Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran 010 070 00 0 0 07
Meningkatnya kualitas Laju Pertumbuhan  {Meningkatnya Persentase
perekonomian daerah Ekonomi sektor Koperasi Peningkatan 12,95% 12,11% 14% 16% 18% 20%
Koperasi yang Sehat
Meningkatnya Persentase
sektor UMKM Peningkatan 23,89% 41,84% 40% 50% 60% 70%
UMKM yang Sehat
Pelaku IKM Persentase IKM
Kabupaten Kubu  [yang di Bina 10% 10% 15% 20%
Raya
Meningkatnya Daya [Persentase
Saing Sektor Pertumbuhan 10% 15 0% 2508 0% 35
Perdagangan Perdagangan Formal ’ ’ ’ ’ ’ ’
Pemenrintahan yang Bersih,  |Meningkatnya Predikat (Nilai) Persentase
Efektif, Efisien dan Akuntabilitas SAKIP Dinas Peningkatan Kinerja BB B B BB BB BB
Berwibawa Kinerja dan dan Keuangan
Keuangan
715 68 68 715 715 715
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5.1.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi Arah Kebijakan

Setelah dirumuskan tujuan dan sasaran, maka diperlukan
strategi dan arah kebijakan dari Dinas Kopearsi, Usaha Kecil dan
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2019-2024.
Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan
komprehensif tentang bagaimana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan melakukan upaya untuk
mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja dengan efektif dan
efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

Strategi disusun berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan
pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan
pembangunan di Kabupaten Kubu Raya.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh
pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk
mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau
maksud tertentu. Oleh karena itu kebijakan pada dasarnya
merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman,
pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pun
pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan
keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi

satuan kerja perangkat daerah.
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Tabel S.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

VISI : Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermatabat, Terdepan, Berkualitas dan Relegius

MISI 1 :

Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Cara Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Godd and Clean Gorvernance)

Sasaran di RPIJMD-P :

S.2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kabijakan
T.1 |Meningkatnya Budaya Kerja dan S.2 |Meningkatnya Akuntabilitas Peningkatan Akuntabilitas Daerah dan Implementasi SAKIP (Sistem
Tata Kelola Pemerintahan yang Kinerja dan Keuangan Pelayanan Publik Akuntabilitas Kinerja Instansi
Bersih, Efektif, Efisien dan Pemerintahan)
Berwibawa
Misi 2 : Meningkatnya Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat

Sasaran di RPIJMD-P :

S.9. Meningkatnya Sek

tor UMKM

T.4

Meningkatnya Kualitas
Perekonomian Daerah

S.13

Meningkatnya sektor Koperasi dan
UMKM

Meningkatkan kompetensi dan
kualitas SDM Koperasi

Membina pelaku usaha mikro dan
koperasi dalam Meningkatkan kuantitas
dan kualitasproduksi serta memperbaiki
manajemen dan pemasaran

Membuat perencanaan koperasi dan
usaha mikro secara menyeluruh dan
terpadu melalui sistem teknologi
informasi

Memberikan pendidikan dan
pelatihan perkoperasian tingkat
dasar sampai dengan lanjutan
secara berkelanjutan

Meningkatkan kerjasama kemitraan dan
partisipasi aktif berbagai stakeholder
dalam pengembangan sarana prasarana
dan fasilitas berusaha bagi pelaku usaha
mikro dan usaha kreatif

Penguatan Kemitraan untuk
menunjang perluasan akses
pemodalan, pengembangan usaha
dan pemasaran

Mengoptimalkan peran pertumbuhan
ekonomi melalui perkembangan
teknologi dan kreatifitas pelaku usaha
mikro

Meningkatkan dan
mengembangkan jumlah SDM
usaha mikro yang berkualitas

Meningkatkan kemitraan dan kerjasama
antar stakeholder dan pelaku usaha
mikro untuk perluasan jangkauan
pemasaran

Meningkatnya Daya Saing Sektor
Perdagangan

Pemanfaatan teknologi informasi
untuk mengembangkan sistem
manajemen, peningkatan kualitas
produk dan jangkauan pemasaran

Mengembangkan jaringan kerjasama
antar stakeholder untuk meningkatkan
kelancaran distribusi perdagangan

Pemanfaatan teknologi informasi
untuk pengendalian jaringan
distribusi serta monitoring
ketersediaan barang yang dapat
memenuhi permintaan pasar

Meningkatkan pemahaman dan
kesadaran pelaku usaha terhadap
ketentuan yang berlaku

Melakukan pembinaan dan
pengawasan kepada pelaku usaha

Meningkatkan sosialisasi dan
pengawasan kepada para pelaku usaha
tentang pentingnya kepatuhan
pemakaian Alat Ukur Takar Timbang

Pemanfaatan teknologi informasi
untuk peningkatan kualitas
pelayanan dan pengawasan
terhadap kepatuhan pemakaian

Meningkatnya Pelaku IKM
Kabupaten Kabupaten Raya

Pemanfaatan Teknologi dalam
Meningkatkan Inovasi dan Daya Saing
Produk IKM

Pembinaan melalui Pelatihan,
Sosialisasi Workshop dan Bimtek

Fasilitasi Pelayanan Standarisasi

Fasilitasi dan Kerjasama dengan Mitra
dan Pihak Swasta

Pelaksanaan Koordinasi
Pengawasan Produk IKM

Peningkatan Pembinaan dan
Pengawasan terhadap IKM

Pembinaan melalui Promosi dan
Pemasaran Produk

Pelaksanaan Monitoring pada IKM

Pembinaan melalui Pelatihan dan
Pemanfaatan Teknologi Tepat
Guna
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6.1.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2019-2024

Untuk mempercepat implementasi pencapaian visi dan misi
Kabupaten Kubu Raya dalam mendukung proses pembangunan
daerah, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika
pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan.
Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program,
Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan
Indikatif menjembatani visi dan misi dengan realitas yang ada.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi
dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya,
maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program
dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan

tugas dan fungsi Bappeda.

Sasaran Pertama : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan
Keuangan

O Program perencanaan pembangunan daerah

1 Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Perubahan
(Renstra) Perubahan SKPD
1 2 Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring
dan Evaluasi SKPD

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan  komponen  instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
8 Penyediaan makanan dan minuman
9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
11 Rapat koordinasi pembangunan Koperasi dan UMKM
12 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
13 Penyediaan jasa administrasi keuangan
3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

o U b~ WN
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pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pengadaan mebeleur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
7 Pemeliharaan rutin/berkala komputer

8 Pemeliharaan rutin berkala peralatan lainnya
9 Pengadaan Sewa Gedung/Kantor/Tempat
4 Program peningkatan disiplin aparatur
1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 Penyusuan SOP Pelayanan Terhadap Koperasi dan UMKM
2 Penyusunan Analisa Jabatan
3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-
undangan
4 Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD

6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan

U~ WN

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA
S Penyusunan LPPD
7 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
1 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD
(Implementasi SAP Berbasis Akrual)
2 Fasilitasi Penataan Aset Pada SKPD
8 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media
Massa

S W N

1 Peliputan Dokumentasi dan Publikasi

9 Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan,

Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah
Penyusunan Database E-Formasi
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah
Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

u b~ WON R

Sasaran Kedua : Meningkatkan Jumlah Koperasi Aktif dan
Usaha Mikro Kecil

1 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah
yang konduksif
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran UMKM
2 Workshop  Penyempurnaan Kemasan  Produk Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah

3 Pelatihan Keterampilan UMKM
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7
8

Pengembangan Marketing Bisnis Center

Pelatihan Informasi dan Teknologi (IT) bagi Aparatur untuk
Design Produk

Penataan Galeri UMKM

Business Gathering

Persiapan Launching Batik Khas Kubu Raya

2 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah

1
2

3

O© 0 N O U H

10
11
12

13
14
15

16
17

18

19
20
21
22
23
24

fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis
memfasilitasi peningkatan kemitraan investasi usaha kecil
menengah dengan perusahaan asing

memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha
mikro kecil menengah

peningkatan kerjasama dibidang HAKI

Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

pelatihan manajemen pengelolaan koperasi / KUD
Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah
sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industri
dalam menjaga kelestraian kawasan usaha Mikro Kecil
Menengah

Monitoring, Evaluasi, Pelaporan

pelatihan SDM Koperasi dan UMKM

Pengembangan, pengendalian, pengawasan koperasi
simpan pinjam dan LKM

Bimtek Pengembangan Kerajinan Daerah

Bimtek Kemitraan Koperasi dan UMKM

kajian pengelola herbal bawang dayak bagi pengembangan
usaha mikro kecil dan menengah

fasilitasi pengembangan kerajinan daerah

Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan koperasi
jasa keuangan syariah

kajian peningkatan ekonomi mikro dengan pengembangan
kawasan industri pengolahan kabupaten kuburaya
pelatihan penyusunan laporan RAT

Bimtek Manajemen Usaha bagi UMKM Kab Kubu Raya
Peningkatan sarana dan prasarana promosi
Bimbingan Teknis Wirausaha Potensial UKM

Temu usaha pengusaha dengan UMKM

pelatihan kewirausahaan bagi usaha mikro

3 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi
Usaha Mikro Kecil Menengah

1
2
3

Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan
pengembangan klaster bisnis

koodrinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk usaha
kecil menengah dan koperasi

koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro
kecil menengah

pemantauan pengelolaam penggunaan dana pemerintah
bagi usaha mikro kecil menengah
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10
11
12
13
14

15
16

17

18

19
20

21

22

23

24
25

pengembangan sarana pemasaran produk usaha mikro
kecil menengah

peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga
penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga,
industri kecil dan industri menengah

penyelenggaraan promosi produk wusaha mikro kecil
menengah

pengembangan kebijakan dan program peningkatan
ekonomi lokal

Monitoring, evaluasi dan pelaporan
pembiayaan/permodalan

Workshop Penyusunan Proposal Pinjaman Koprasi dan
UMKM

Temu usaha pengusaha dengan UMKM

persiapan pembentukan UPTD BLUD Dana Bergulir
peningkatan sarana dan prasarana kios PKL / UMKM

Workshop kerjasama antar lembaga untuk pembiayaan
koperasi dan umkm

Penataan pembangunan halaman pasar/kos kecamatan
rasau jaya

Perencanaan pembangunan pasar tradisional kecamatan
sungai kakap

Penyusunan profil produk umkm di kabupaten Kubu Raya

Bimtek manajemen keuangan dan manajemen akuntansi
bagi koperasi dan umkm

Workshop kerjasama antar lembaga untuk pembiayaan K-
UMKM

Pemberdayaan wusaha mikro pasca legalisasi SeHAT
(Sertifikat Hak Atas Tanah)

Sosialisasi pendampingan dan pengawasan KUR
Sosialisasi [IUMK dan KUR bagi UMKM
pendampingan kerjasama pemasaran produk UMKM

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1

2

N

7
8

9

koordinasi  pelaksanaan  kebijakan dan = program
pembangunan koperasi

peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan
pelatihan perkoperasian

pembangunan sistem informasi perencanaan
pengembangAn perkoperasian

sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
Pembinaan, Pengawasan dan penghargaan koperasi
berprestasi

peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha
koperasi

penyebaran model-model pola pengembangan koperasi

rintisan  penerapan teknologi sederhana/manajemen
modern pada jenis usaha koperasi
monitoring, evaluasi dan pelaporan

10 Pelatihan manajeman Keuangan Koperasi
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11

12
13
14
15
16
17
18

19
20

Penguatan pemberdayaan dan  relivitalisasi fungsi
kelembagaan koperasi

pelatihan penataan organisasi koperasi

Hari Peringatan Koperasi

sosialisasi peraturan perundang-undang koperasi
pengembangan wawasan aparatur/ SDM terhadap koperasi
Pendampingan Penyusunan RAT Koperasi

Pemutakhiran Data Koperasi dan UMKM

kajian  implementasi  koperasi terhadap  ekonomi
masyarakat
Monitoring dan Evaluasi Aktivitas Kelembagaan Koperasi

Rapat koordinasi pembangunan koperasi dan UMKM

14 Program Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil,

Menengah
1 pelatihan manajemen usaha mikro
Sasaran Ketiga : Meningkatkan Efisiensi Perdaganga Dalam
Negeri

1 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

1

NOoO gk~ Wi
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10

Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha
Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/produk
pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan
pengembangan pasar lelang daerah

peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Monitoring tentang Pengembangan Harga Sembako, Barang
Penting dan Barang Umum lainnya

pasar murah

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan, penyaluran
dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida

Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan
Pelaksanaan Operasional

2 Program pembinaan pedagang Kakilima dan Asongan

1
2

3

(Ol

10

pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan
penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kali lima dan
asonggan

Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan
Asongan

fasilitasi modal usaha bagi pedagang kaki lima dan
asongan

pengawasan mutu dagangan pedagang kaki lima dan
asongan

pembangunan gudang penyimpanan barang pedagang kaki
lima dan asongan

sosialisasi PKL dan Pedagang Tradisional

sosialisasi dan pembentukan kelembagaan PKL
Pembangunan  Pasar Tradisional dan  Pendataan
Pasar/Pedagang

Workshop dan pembinaan pengelolaan pasar
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11

12

Fasilitasi PKL dan Pedagang Tradisional dalam
penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi

fasilitasi relokasi pedagang kaki lima

3 Penyelenggaraan Metrologi Legal

1

S WN
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10
11
12

13
14
15
16

pengawasan dan penyuluhan kemetrplogian

Verifikasi Alat-alat Standar

Pelaksanaan sensus dan Penyusunan Data Base Metrologi
Pertemuan Teknis Kemetrologian dan Forum Konsultasi
Kemetrologian

Diklat Aparatur Metrologi

pendampingan dan fasilitasi tera dan tera ulang UTTP
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kemetrologian
penyusunan raperda retribusi tera dan tera ulang UTTP
Penyediaan Perlengkapan Pengujian Dan Perlengkapan

Keselamatan Kerja
pembangunan gedung UPT Metrologi Legal

penyediaan kendaraan operasional metrologi

Penyediaan Peralatan Standar dan Perlengkapan Pelayanan
Tera dan Tera Ulang

Pembuatan Sistem Manajemen Mutu UPTD Metrologi Legal
Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP

Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya
Pengelolaan Laboratorium

Sasaran Keempat: Meningkatkan dan Mengembangkan Produk-

Produk Kerajinan IKM

1 Program Penataan Struktur Industri

1
2
3

N O o A

8

kebijakan keterkaitan industri Hulu-hilir

penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri
pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke
hilir

Monitoring dan Evaluasi Industri

penyusunan database industri

partisipasi rakor dan konsultasi pengembangan daerah
Penyusunan Raperda Rencana Pembangunan Industri
Daerah (Repida)

Pelatihan Pembinaan Manajemen IKM

2 Program pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

1

2

ua H

pembangunan akses transportasi sentra-sentra industri
potensial

penyediaan sarana informasi yang dapat diakses
masyarakat

Penyelenggaraan Pameran Inacraft dan Pameran di Luar
Provinsi Kalbar

Bimtek Pengembangan Design Kerajinan

pelatihan pengembangan sentra-sentra industri potensial
Fasilitasi Pengembangan Dewan Kerajinan Nasional Daerah
(Dekranasda)

penyelenggaraan pameran tingkat provinsi dan kabupaten
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kajian strategis pengembangan kawasan industri
Kabupaten Kubu Raya
fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan

perindustrian
Penyusunan Data Base Industri Kecil Menengah

Penyusunan Raperda Rencana Pembangunan Industri
Daerah (Repida)
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Tabel 6.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN KUBU RAYA
Permendagri No 13

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data Capaian Unit Kerja
" M Pada Tahun Kondisi Kinerja Pada Akhir | Perangkat
. . Indikator Kinerja Target Tahun-1 (2019) Tahun-2 (2020) Tahun-3 (2021) Tahun-4 (2022) Tahun-5 (2023) Tahun-6 (2024) . 1 9 .
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan . o Awal Periode Renstra Daerah Lokasi
Kegiatan Kinerja
Perencanaan Penanggung
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab
£ 2 3 4 s E3 7 B B 10 a1 12 13 4 15 16 a7 18 19 20 21 2 2
Persentase Program Perencanaan
1 Program perencanaan pembangunan daerah 1009 176,665 1009% 600.000 100% 100000 100 220265 dic KKR
rogram px pembangur e 0o 6.665.300 o 3360000 o 0.000.000 0% 0265300 umpp
oor Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Perubahan - . o [ ) R . Lo 501000 " ki
(Rensir Pt SKPD, umiah penyusunan Renstra SKP Dokumen 0 1dokumen jokumen umpp.
P Sistem Informasi P , Monit " .
w02 cryusunan Sisem Informasi Perencanaan, Monltoring  |Jumiah fasilasi istem informasi Dokumen 10000000|  1dokumen 161644300 [ Ldokumen 33600000 | 1dokumen 10000000 3 dokumen 205244300 dkumpp KKR
dan Evaluasi SKPD erencanaan, monitoring dan evaluasi
2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran persentase Peningkatan Pelayanan % 100% 100% 863.855.975 100% 797533900 100% 1151700000 100% 2813089875 dkumpp KKR
| Administrasi Perkantoran
0202 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik |*U™12 Penyediaan jasa Tahun 116.400.000 1 Tahun 152.800.000 1 Tahun 136,800,000 1 Tahun 151.200.000 3tahun 440,800,000 dkumpp KKR
komunikasi,sumberdaya air dan listrik
0208 penyediaan jasa kebersihan kantor umiah penyediaan jasa kebersinan kantor Tahun 134000000 1Tahun 151417750 1Tahun 124,935,000 1Tahun 170,000,000 3tahun 446352750 dkumpp KKR
0204 Penyediaan alat tuls kantor umiah penyediaan alat tlis kantor Tahun 20000000 1Tahun 38650225 1Tahun 45000000 1Tahun 50000000 3tahun 133650225 dkumpp KKR
0205 enyediaan barang cetakan dan penggandaan [Jumizh Penyediaan barang cetakan dan Tahun 1Tahun 20000000 1Tahun 25000000 1Tahun 30000000 3tahun 75000000 dkumpp KKR
penyediaan komponen instalasi lstridpenerangan  |sumiah Penyediaan komponen instalasi
0206 i K
oo kantor tipeneringan bangunan Fantor Tahun 3000.000 Lpaket 5938000 1 paket 5953900 1 paket 10000000 3tahun 21801900 dkumpp KR
K T -
0207 enyediaan bahan bacaan dan peraturen perundang: - faumizh penyediaan bahan bacaan dan Tahun 1020000 1Tahun 1.080.000 1Tahun 1500000 1Tahun 1500000 3tahun 4080.000 dkumpp KKR
undangan [peraturan perundang-undangan
0208 penyediazn makanan dan minuman [umizh Penyediaan makanan dan minuman Tahun 35000000 1 Tahun 76500000 1Tahun 79950000 1Tahun 80.000.000 3tahun 236450000 dkumpp KKR
0209 [Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah |/UM1eh Rapatrepat koordinasi dan Tahun 125,050,000 1 Tahun 197300000 1 Tahun 150000000 1Tahun 300.000,000 3tahun 647.300.000 dkumpp KKR
konsultasi ke luar daersh
0210 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah ~[1M1eh Repat-rapat koordinzsi den Tehun 46.468.700 1Tahun 75000000 1 Tahun 50,000,000 1Tahun 100,000,000 3tahun 225000000 dkumpp KKR
konsultsi ke dalam doerah
o211 [Rapat koordinasi pembangunan Koperasi dan UMK | /Umieh Rapat koordinasi- pembangunan Tahun - 1Tahun 42500000 1Tahun 49.995.000 1Tahun 50000000 3tahun 142.495.000 dkumpp KKR
Koperasi dan UMKM
Fenyed Tharaan G Tend
o212 enyediaan Jasa pemellarazn dan perizinan kendaraan - |Jumiah pembayaran pajek kendaraan Tahun 15000000 1Tahun 13000000 1Tahun 9000000 1Tahun 9,000,000 3tahun 31,000,000 diumpp KKR
dinasfoperasional operasional
o213 penyediaan jasa administrasi keuangan Ui Penyedian Josa adminkicst Tahun 82400000 1 Tahun 20670000 1Tahun 119.400.000 1Tahun 200000.000 3tahun 409070000 dkumpp KKR
cuangan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana ; aran
3 A;a‘ur & [ I n i) % 100% 100% 774.809.000 100% 455.307.150 100% 590,850,000 100% 1820966.150 dkumpp KKR
0301 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Jumieh pengadsan Kendarazn Tahun - - Ltahun 35000000 Ltahun 100,000,000 Ltahun 135,000,000 dkumpp KKR
0302 Pengadaan perlenghapan gedung kantor [umiah Pengadaan perengiapen gedung unit - E - SUNIT 38300000 Sunit 60000000 Sunit 98.300000 dhompp KKR
antor
0303 pengadaan peralatan gedung kantor umizh Pengadaan peralatan gedung kantor unit 30000000 Bunit 97.934.000 sUNIT 80.850000 Bunit 80850000 24unit 250,634,000 dkumpp KKR
0304 Pengadaan mebeleur umiah Pengadaan mebeleur Tahun - Liahun 25650000 - Ltahun 30000000 3tahun 75650000 dkumpp KKR
0305 [Pemelinaraan rutinberkala gedung kantor J‘;"'“‘L"" Pemelinarazn rutin/berkala gedung Paket - 1 paket 413225000 1PAKET 96.500.000 1PAKET 200,000,000 3 paket 709.725.000 dkumpp KKR
Meningkatkan Meningkatnya 0306 pemelinaraan rutinberkala kendaraan dinasioperasional |™1eh Pemelinaraan rutinfberkala kendaran Unit 113000000 4unit 135,000,000 AUNIT 140.000.000 4UNIT £0.000.000 12unit 335,000,000 dkumpp KKR
akuntabilitas kinerja | akuntabilitas kinerja dan
aKPD cuangan 0307 pemelinaraan rutiniberkala komputer umizh Pemeinaran rutinfberkela komputer unit - 14unit 16000000 uNIT 15000000 14uNIT 20000000 a2unit 50,000,000 dkumpp KKR
0308 Pemelinaraan rutin berkala peralatan ainnya ‘Ja“":‘n""z Pemelinaraan rtin berkala peroatzn Tahun 25,000,000 Ltahun 33,000,000 Ltahun 49657.150 1 Tahun 40,000,000 15tahun 122657150 dkumpp KKR
i
0309 [Pengadaan Sewa Gedung/Kantor/Tempat Jumiah Pengadaan 55:’: Tahun - Ltahun 35000000 . - B Luahun 35000000 dkumpp KKR
Temp
4 Program peningkatan disiplin aparatur Persentase peningkatan disiplin aparatur % 1009% 1009 32.106.000 100% 70.700.000 100% - 100% 102:806.000 diumpp KKR
[ pengadaan paaian dinas beserta perlengkapannya [Jumieh Pengadaan pakaian dinas beserta Paket o oostel 32106000 s8STEL 70.700.000 - - 127 Paket 102806.000 dkumpp KKR
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
5 o 3 &= & [ L e % 100% 100% 25,950,000 100% 25.800.000 100% 50.000.000 100% 101,750,000 dkumpp KKR
Aparatur Sumber Daya Aparatur
Eimbingan ek implementas! perat -
0503 rDInGAN tekns IMplementasi peraturan perundang: - fJumiah Bimbingan teknis implementasi orang 37.200000 2orang s90000|  20RANG 25800000 20RANG 50000000 Gorang 101,750,000 dkumpp KKR
undangan [peraturan perundang-undangan
0504 penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD umiah Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD| - - - - - - - dkumpp KKR
Persentrase Peninokatan Pelaporan
. . (Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat % 100% 1009 100% 100% 100% 200,501,800 dkumpp KKR
6 Program peningkatan pengembangan sistem Waktu 82526800 56.975.000 70.000.000
pelaporan capaian Kinerja dan keuangan |m v T e
i Laporan Akuniabilias Kinerja s s s o o
b AKIP)
P I Kinerja dan ikhtisar real
0601 eryusunan laporan capaian kinera dan iitisarrealiastflumleh Penyusunan laporan capalan Kinerja Dokumen 10000000|  1dokumen 16750000 | 1 dokumen 12500000 1dokumen 15000000 3dokumen 43250000 dkumpp KKR
ineria SKPD dan khisar realisasi kinerja SKPD
0602 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran iz:z;:y"y“s“""" pelaporen keuongan Dokumen 10,000,000 1 dokumen 8167100 1 dokumen 10,000,000 1 dokumen 10000000 3 dokumen 28167.100 dkumpp KKR
ran
06:03 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun o penyusunan pelporen kevengen Dokumen 10000000 1 dokumen 14750900 | 1 dokumen 10000000 | 1dokumen 10000.000 3dokumen 34750900 dkumpp KKR
u
06:04 Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA g:ia;‘s:eg‘;:i’”’" Rencana Kerja, RKA, Dokumen 10000000 | 4 dokumen 28.108.800 4dokumen 11975.000 4dokumen 20000000 12 dokumen 60.083.800 dkumpp KKR
0605 penyusunan LPPD umizh dokumen Penyusunan LPPD Dokumen 10000000 1dokumen 15750000 | 1dokumen 12500000 | 1dokumen 15000000 3dokumen 43,250,000 dkumpp KKR
Program peningl Ketepatan Waktu
7 000, g
s e i S % 100% 100% 51.375.000 100% 44,000,000 100% 50.000.000 100% 145:375.000 diumpp KKR
Penngkatan Kapasias Pengelofian K SKPD
o701 eninglatan Kapasies pendeloan Keuangan [Jumieh ASN yang mengikuti Bimtek orang 52000000 40RANG siaso0 | 40RANG 44000000 40RANG 50000000 120rang 145.375.000 diumpp KKR
((mplementasi SAP Berbasis Akrual) Pengelolaan Keuzngan SKPD
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan [ Persentase Pengembangan Komunikasi,
8 - - - !
i e paroen % 100% 100% 20800000 100% 100% 20800000 dkumpp KKR
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os01 Peliputan Dokumentasi dan Publikasi umlah Peliputan Dokumentasi dan Publicasi Tahun 6000000 Ltahun 20800.000 - - - - Ltahun 20800000 dampp KKR
Program Pembinaan dan Pengembangan A
9 Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur ey LN % 100% 100% 64,544.900 100% 9,000,000 100% 10.000.000 100% 83,544.900 dkumpp KKR
e etatalaksanaan dan Aparatur Pemerintal
Daerah
0902 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah | 2Mah Peningkatan Kapasies Kelembagaan Dokumen I tdokumen 757500 R R R R L dokumen 57.575.000 akumpp KR
perangat Daerah
0904 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Peningkatan Kualtas Pelayanan Publik Dokumen 7.000.000 1dokumen 6.969.900 1dokumen 9000000 | 1 dokumen 10000.000 3Dokumen 25.969.900 diumpp KKR
Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil i
10 R et ! AL ORSTVE T AETEEH EEE UMKM 100 100 146,627,000 0 - ) 100.000.000 100 246.627.000 DKUMPP KKR
[Menengah yang konduksif dan Bantuan
1001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran UMKM |2UmIah Peningkatan Sarana dan Prasarana Unit | 18 Gerobak L 100,000,000 - - - - 18 gerobak pkl 100,000,000 DKUMPP KKR
Pemasaran UMKM
[Workshop Penyempurnzan Kemasan Produk Usaha |Jumlah Workshop Penyempurasn Kemasan
1002 E E - E - 1 kali worksh 46.627.000 DKUMPP KKR
Miko, Kecil, dan Menengah Produk Useha Mikro, Kecil, dan Menengah Workshop 1 KALIWORKSHOP 46627000 aliworkshop
1108 Pelatinan Keterampilan UMKM iumiah Pelatihan Keterampilan UMKM Tahun E 0 - - - 1Tahun 100000000 1Tahun 100,000,000
16 [ A ST T G Jumlah UMKM Yang Difasilitasi UMKM 100 100 444621700 100 301.480.000 100 375.000000 300 1121101700 DKUMPP KKR
[Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah umia Gl ! g : : Ao
1605 Fasiltasi pengembangan sarana promosi hasil produksi [ pjurmiah emasaran bagi produk UMKM Kali 103800000 2kali 294,908,500 3kl 197,150,000 3kali 300000000 8kl 792.058.500 DKUMPP KKR
1601 Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Jumiah Monitoring, Evalusi, Pelaporan Koperasi 22000000 | 8 kecamatan 35000000| 10 koperasi 34,075,000 - - 18 koperasi 69.075.000 DKUMPP KKR
1614 Bimtek Kemitraan Koperasi dan UMKM Jumiah Bimek Kemitraan Koperasi dan Koperasi - 55 koperasi 37910200 45 koperasi 30.655.000 - - 100 koperasi 68.565.200 DKUMPP KKR
Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan koperasif e LOKAs! Penilaian kesehatan koperasi
1618 simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan Kecamatan 20000000 | 8kecamatan 20000000| 5 kecamatan 13,075,000 E - 13 kecamatan 33075000 DKUMPP KKR
2sa keuangan syariah "
ara
umlah USaha MGG yang mengiku Bimiek
1622 Bimtek Manajemen Usaha bagi UMKM Kab Kubu Raya [ Manajemen Usaha bagi UMKM Kab.Kubu UMKM - 100 umkem 56,803,000 50 umkm 26525000 50 umkm 75000000 200 umkm 158,326,000 DKUMPP KKR
Kualitas Jumlah Raya
Pengelolaan Koperasi dan | Koperasi Akif dan Usaha Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha [ Jumiah UMKM Yang Melakukan
1 : ; g ! :
Usaha Mikro Keeil Wikro Keeil e et et UMKM 100 100 442.069.000 100 120275.000 100 50.000.000 300 236.147.000 DKUMPP KKR
[Vonit luast dan pela b
m S T Uk wwoom|  suumkn wano0|  summ 145000 . . o Ey [ pom
[Jumiah usaha mikeo yang mendapatkan
Pemberdayaan useha mikro pasca legalisasi SeHAT
7 : ko E E 7 P
w23 Sonfhat vk At Tanty fasiles Pemberdayaan usaha mikro pasca UMKM 55.000.000 S0umkm 30872.000 50 umkm 36.125.000 100 umkm 66.997.000 DKUM KKR
legalisasi SeHAT (ertifkat Hak Atas Tanah)
1724 Sosilisasi pendampingan dan pengawasan KUR i‘;’l;::;";‘ﬂﬁ: pendampingan dan UMKM - - - - - 150 umkem 50000000 150 UMKM 50000.000 DKUMPP KKR
.
17:26 pendampingan kerjasama pemasaran produk UMKM i:;::a:a:’:“:(M yang melakulan kerjasama Produk - - - 20 PRODUK 65.700.000 - - 20 produk 65.700.000 DKUMPP KKR
Program PeningKatan Kualitas Kelembagaan i ]
18 EEIIE e =3 Raslo Jumizh Koperasl Altif Terhadap % 100% 100% 188.098.500 100% 109,575,000 100% 35.000.000 100% 332,673,500 DKUMPP KKR
Koperasi Jumiah Koper:
Pembinaan, P Tan penghargaan K
1805 o (e PONIRAN GRS umieh Pemban Pegaesan a1 Koperasi | sskoperssi 35,950,000 - - E - 55 koperasi 3950000 DKUMPP KKR
1801 Pelatinan manajeman Keuangan Koperasi umiah peningkatan SDM koperasi Koperasi 28.747.500 - E - E DKUMPP KKR
Penguatan pemberdayaan dan relvialisasi f
1811 enguatan pemberdayaan dan relivitaisest fungst [ Jumizh kegiatan Penguatan pemberdayaan Koperasi 61.667.500) 90 koperasi 48082500 40 koperasi 566875000 . . 130 Koperasi 106.957.500 DKUMPP KKR
elembagaan koperasi dan relivitalisasi fungsi kelembagaan koperasi
1813 ari Peringatan Koperasi [Jumiah kopereasi sehat yang mendapat Koperasi 43142000 70 koperasi 45.433.000 50 koperasi 25350000 . - 120 Koperasi 70.783.000 DKUMPP KKR
1817 Pemutakhiran Data Koperasi dan UMKM Jumiah ”““’T&m‘“‘ek”"a" Deta Dokumen 62549500 1dokumen 56,633,000 1.dokumen 25:350.000 E - 2Dokumen 83.983.000 DKUMPP KKR
NonTtonng dan EvaluasT ARt Kelembagaan
1819 9 E “ Jumleh Monitoring dan Evaluasi Aldivitas Koperasi - - - - | 10kopersi 35,000,000 10 Koperasi 35.000000 DKUMPP KKR
Koperasi Koperasi
306 Urusan Perdagangan
rogram PemngKatan Effsiens! Perdagangan Dalam
18 ke g Al [P L s Pelaku Usaha 50 60 475.171.900 70 437.293.400 80 470,000,000 210 1382.465.300 DKUMPP KKR
|egeri Jzin Usaha
1802 Fsitas kemudahan prijinan pengembangan usaha ~ [1TED EsitaS e udehen perjinan Dokumen 40015500 20 dokumen 164156000 [ 20 DOKUMEN 118:569.300 E - 40 dokumen 282.727.300 DKUMPP KKR
1803 Pasar dan Distribusi umeh Pengen Pasar dan Distrbusi Dokumen | 2dokumen 62604000 2 DOKUMEN 56.700.000 - - 4Dokumen 119.394.000 DKUMPP KKR
B e ear e
Monitoring tentang Pengembangan Harga Sembako,
1808 DKUMPP KKR
Barang Penting dan Barang Umum lainnya :iaa‘;a""f; kebutuhan pokok/barang penting Laporan 115.597.000| 12 Laporan 164.153.900 12 Laporan 203.574.800 12 Laporan 250.000.000| 36 Laporan 617.728.700 ur
1800 pasar murah [sumiah kegiaten pasar murah Pelaku Usaha -] s0pelaku usaha 7250000 | 30 Pelaku useha 48050000 | 30 Pelakw usaha 100000.000 90 Pelaku Uszha 220640000 DKUMPP KKR
Jumiah Pengawasan terhadap pelaksanaan
Pengawasan tehadap pelaksanaan pengadaan, penyaluran
1801 pengadaan, penyaluran dan penggunaan Laporan 8.983.500) 1 Laporan 1576000 1LAPORAN 1039300 | 1LAPORAN 20,000,000 3Laporan 41975300 DKUMPP KKR
dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida
upuk bersubsidi dan pestsida
Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan [ Jumiah Penyempurnaan Perangkat Peraturan
1811 . PP KKR
Pelaksanaan Operasional Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional Dokumen 1 dokumen 100000000 1 Dokumen 100000000 DM
1 Program pembinaan pedagang Kakilima dan Asongan | Jumiah Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kali 2 4 2556.082875 6 158658200 8 375,000,000 18 3080.741.075 DKUMPP KKR
Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan ]
1003 P i Pedagang [Jumleh Penataan Tempat Berusaha Bagi Pasar - - - 4PASAR 156,656,200 4PASAR 250000000 8 pasar 408,658,200 DKUMPP KKR
Asongan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
Pembangunan Pasar Tradisional dan Pendata 2 a
Meningkatkan Efisiensi 19:09 embangunan Pasar Tradisional dan Pendataan Jumizh Pembangunan Pasar Tradisional dan Pasar 5.985.138.175| 1Pasar 2556.082.675 - - . . 1 pasar 2556.082.875 DKUMPP KKR
PasarPeciagang Pendataan Pasar/Pedagang
Perdaganga DalamNegeri
1922 fasilasirelokasi pedagang kak lima umiah fasilasi reloksi pedagang ki fima Pasar - ; - - - 1Pasar 125000000 1 pasar 125000000 DKUMPP KKR
Jumlah Pelayanan Tera/ Tera Ulang Alat
2 Penyelenggaraan Metrologi Legal UTTP (Ukur, Tkar, Timbangan dan Kali 5 5 257.872.600 5 245.875.600 5 350375100 15 854.123.300 DKUMPP KKR
Kelengkapannya)
2002 Verifiasi Alat-alat Standar umiah Verificasi Alat-alat Standar unit 44,500,000 70 Unit 75217000 70 Unit 45,500,600 70 Unit 67,125,600 210 Unit 187.843.200 DKUMPP KKR
2008 Pelaksanaan sensus dan Penyusunan Data Base Metrologi é“::a;’azj';:;ar:?:; sensus dan Penyusunan Kecamatan - - -| axecamaran 8565500 [ 4 KECAMATAN 18.565.000) 8 kecamatan 27130500 DKUMPP KKR
Pertemuan Teknis Kemetrologian dan Forum Konsultasi
2004 ‘ 9 [Jumleh Pertemuan Teknis Kemelologian dan Orang E E - 40RANG 16.050.000 40RANG 24075.000 Borang 0125000 DKUMPP KKR
Kemetrologian Forum Konsultasi Kemetrologian
2005 Dikdat Aparatur Metrologi umlah ASN Diktat Aparatur Metrologi Orang 20250000 Gorang 21,550,000 20RANG 2880000 | 20RANG 28.800.000) 100rang 79.150.000 DKUMPP KKR
Penyediaan Peralatan Standar dan Perlengkapan Jumlah Penyediaan Peralatan Standar dan
2012 P n - it E - PP KKR
Pelayanan Tera dan Tera Ulang Perlengkapan Pelayanan Tera dan Tera Ulang 6.893.500 1Tahun 1Tahun 0 0 DKUM
2014 Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP Jumleh kegiatan Pelayanan Tera dan Tera Unit 117210000 500 Unit 107,505,600 500 Unit 92872900 500 Unit 157.722.900 1500 Unit 358.101.400 DKUMPP KKR

Ulang UTTP
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2016 Pengelolaan Laboratorium umleh Pengelolaen Laboratorium orang 50,000,000 20rang 53,600,000 20RANG 54.086.600 20RANG 54,086,600 Borang 161.773.200 DKUMPP KKR
307 Urusan Perindustrian
18 Program Penataan Struktur Industri :z';:::’afe Peningkatan Penataen Struktur % 100% 100% - 100% 57.451.950 100% 74242950 100% 131694900 DKUMPP KKR
1804 Monitoring dan Evaluasi Industi f,f,',',',‘:z,'@zm e KM - - - 301KM 28.754.000 30 1KM 45,545.000) 60 1KM 74.290.000 DKUMPP KKR
Sumiah Pelatinan P i
1801 Pelatihan Pembinaan Manajemen IKM Iﬁ:‘ﬂ’ elatinan Pembinaan Manajemen KM - - 35 0RANG 28.697.950 35 0RANG 28697950 70 0rang 57.395.900| DKUMPP KKR
Program pengembangan Sentra-Sentra Industri [umiah Sentra Industri Potensial yan .
1 poren pengemBang nd R Sentra Indus s 5 427.924500 s 386.757.700 5 500.000.000 15 1314682200]  DKUMPP KKR
Potensial Mendapat Fasilitasi
Penyelenggaraan Pameran Inacraft dan Pameran i Luar ~ |Jumlah Penyelenggaraan Pameran Inacraft :
1903
oroumel oo ekl Pameran 155480000 | Lkalipameran 123624500 | 2kl pameran 153175700 | 2 kali pameran 150.000.000 5kl pameran 426800200 DKUMPP KKR
n : 0
1904 Bimtek Pengembangan Design Kerajinan (ot pela industy kecll menengeh yeng Kali - - - 2KALI 38,500,000 2 KALI 100.000.000 4Kali 138.500.000 DKUMPP KKR
Fasiias Pengembangan Dewan Kerajinan Nasional -
1009 gembang: g sumlah pemeran yang difasilasi Kali 143911500 24ali 216850000 2kl 195,082,000 2 kali 250.000.000 6 Kali 661,932,000 DKUMPP KKR
Daereh (Dekranasda)
1921 enyusunan Data Base Industri Kecil Menengah JM“;"‘“::g:i”‘/“S“”‘" Data Base Indusir Kecil Dokumen -|  1ookumen 45,950,000 - - - - 1 Dokumen 45,950,000 DKUMPP KKR
K Raperda R ot
o anyusanan Raparda Rencana ndust[Jumizh Penyusunan Raperda Rencana Dorumen T 1oocmen 41500000 , , . B 1Dokumen 41,500,000 DKUMPP KKR
[Daerah (Repide) Pembangunan Industri Daerah (Repida)
PERMENDAGRI NO 90 - KEPMENDAGRI 050_5889
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian Pada Tahun-1 (2019) Tahun-2 (2020) Tahun-3 (2021) Tahun-4 (2022) Tahun-5 (2023) Tahun-6 (2024) Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra | Unit Kerja Perangkat
Tujuan Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Kinerja [ Tahun Awal Daerah Penanggung Lokasi
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab
- 2 3 4 5 5 7 B B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
I — PERSENTASE KUALITAS KEGIATAN
401 o1 A et PENUNJANG URUSAN % 100% 100% 100% 100% 6.832,696.700 100% 6.679.880.517 100% 6876700000 100% 7.720.330.587 100% 26.318.607.804 DKUMPP KKR
PEMERINTAHAN DAERAH
Persentase Kualitas Perencanaan
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
o 20 [ e Penganggaran dan Evaluasi Kinerja % 100% 1009% 50.000.000 100% 51.500.000 100% 55.000.000 100% 62.150.000 100% 218650000 DKUMPP KKR
Perangkat Dacrah
01 201 01|T Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Dacrah [Penyusunan Dokumen RKA, DPA, DPP Dokumen 4 Dokumen 20000000 | 4 Dokumen 20000000 & dokumen 40,000,000 DKUMPP KKR
10000000
[Jumih Dokumen Perencanean Perangkat Dokumen 5 Dokumen 35000000| 4 Dokumen 24.200.000 9 dokumen 50.200.000 DKUMPP KKR
2 Koordinas! dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
umlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisa
01 201 06| dan Ikntisar Realiasi Kinerja SKPD v poran Capaian Kinerja dan lhisar Laporan 1 Dokumen 15.000.000 1 Dokumen 16,500,000 2 Dokumen 31,500,000 DKUMPP KKR
Realisasi Kinerja SKPD yang disusun
umlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 10000000
Realiasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil
ealisast Kinerja jan Laporan Hasl Laporan 1 Laporan 10,000,000 1 Laporan 19,800,000 2 Laporan 29,800,000 DKUMPP KKR
Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhiisar Realiasi Kinerja SKPD
o1 201 o7 EvaluasiKinerja Perangkat Dacrah J“'L‘:: Dokumen Evalusi Kinerja Perangkat Dokumen 1Dokumen 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000 2Dokumen 30,000,000 DKUMPP KKR
10000000
JD‘::":: Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Dokumen 1 Dokumen 10,000,000 1 Leporan 18.150.000 2 Dokumen 28,150,000 DKUMPP KKR
B
01 202 |Administrasi Keuangan Perangkat Dacrah ersentase Kualitas Administrasi % 100% 100% 4.778.946.700 100% 4542440517 100% 5.022.000.000 100% 5013240587 100% 19.356.627.804 DKUMPP KKR
Keuangan Perangkat Daerah
o1 202 o1t Penvediaan Gajidan Tunjangan ASN umlah Penyediaan Geji dan Tunjangan ASN | Orang/Bulan 42 0rang/Bulan 4758946700 | 42 Orang/Bulan 4522440517 84 Orang/Bulan 9281387217 DKUMPP KKR
 Grar .
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Orang/Bulan 40 Orang/Bulan 5000000000 | 40 Orang/Bulan 2989040587 | 80 Orang/Bulan 9.989.040.587 DKUMPP KKR
[Tunjangan ASN
L 20205 |7 Kooriasi dan Penyusunan Pefaporan Keuangan _[Jumiah Dokumen Laporan Keuangan AR Copormn oo PR, oo s, > o PRy, P P
Alhir Tahun SKPD
e A T 10000000
an Laporan Hasil Koordinasi Laporan 1 Laporan 10000000 1 Laporan 12,100,000 2Laporan 22100000 DKUMPP KKR
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
skpD
01 207 oy [° Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan - fiumleh Dokumen Laporan Kevangan Leporan 1 Dokumen 10,000,000 1 Dokumen 10000000 2 Dokumen 20000000 DKUMPP KKR
SKPD Semesteran
Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan Triwulanan/Semesteran SKPD dan 10,000,000
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan 13 Laporan 12000000 1 Laporan 12.100.000 14 Laporan 24.100.000 DKUMPP KKR
Laporan Keuangan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
persentase Kualitas Administrasi
01 02:05 |Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah % 100% 100% 110.000.000 100% 121.000.000 100% 203.200.000 100% 215.900.000 100% 650.100.000 DKUMPP KKR
Kepegawaian Perangkat Daerah
0L 0205 0 | 1 Penadaan Pakaian Dinas Beserta AtTout (e Pakaian Dinas Beserta o N - " " - - - - N - N P .
Kelengkapannya Perlengkapannya
f(“e':!:"k:":er" Pakaian Dinas beserta Atrbut Paket - - - - 2Palet 70700000 2Paket 70.700.000 4Palet 141,400,000 DKUMPP KKR
Sumiah Pegawal Bardasarkan Tugas dan
P Pelatinan P bt
0L 0205 0 [ eneidan dan Peathan Pegawal BeCasAGN TUGRS engst yang Mengieut Pencidikan dan Orang - Orang - Orang - Orang - DKUMPP KKR
o pelatinan
01 o205 103 SostalisasiPeraturan perundang-undangan [Jumieh Sosilisasi Peraturan perundang- Dokumen 1Dokumen 10000000 [ 1 Dokumen 11,000,000 2Dokumen 21,000,000 DKUMPP KKR
undangan 24000000
[Jumlah Orang yang Menglkut Sosialiast Dokumen 1 Dokumen 1200000 1 Dokumen 13200000 [ 2 Dokumen 25.200.000 DKUMPP KKR
Peraturan Perundang-Undangan
~[Fumen Peningkatan Ketemb:
ot 0205 11 |F BIBINGN Teknis rplementast Peraturan Perundang: [Jumlah Peningkatan Kapasitas Kelembagaan p— pr— Py o - o Py - o
Undanaan |perangkat Daereh
umlah Orang yang MEngIkaT Simbingan 89.200.000
[Teknis implementasi Peraturan Perundang- Orang 60rang 120500000 60rang 132,000,000 12 Orang 252500000 DKUMPP KKR
Undangan
Persentase Kualitas Administrasi U
01 206 | Administrasi Umum Perangkat Daerah PZ::v’;::ﬂa;:a‘n s Administrast mum % 100% 100% 621,500,000 100% 682,600,000 100% 303500000 100% 822.170.000 100% 2430.770.000 DKUMPP KKR
o 200 o1 |F Pemvedan Komponen Instales Lt Penerangan _[Jumah Penyediaan Komponen Insalst e T PRy T o000 pr— Py o .
Bangunan Kantor ListriPenerangan bangunan kantor
umlah Paket Komponen Instlasi 3000000
ListriPenerangan Bangunan Kantor yang Paket 12 Paket 10000000 1Paket 11.300.000 13 Paket 21300000 DKUMPP KKR
disediakn
B ;
0L 206 042 Penyediaan Bahan Logistik Kantor [Jumlah Penyediaan Alat Tulls Kantor Palt > Tahun 130,000,000 2Tahun 143000000 4Tahun 273000000 DKUMPP KKR
[Sumlah Penyediaan makanan dan minuman Palet 55000000
Sumiah Paket Bahan Logitik Kan
umieh Paket Bahan Logisik Kantor yang Paket 12 Paket 120000.000 2Palet 171,000,000 14 Paket 291,000,000 DKUMPP KKR

isediakan
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SKPD

keuangan

Jumieh Penyediaan barang cetakan dan

o 206 05]3 oo Dokumen 1Tahun 30,000,000 1Tahun 33,000,000 2Tahun\ 63,000,000 DKUMPP KKR
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10000000
Ji’:‘ag‘::::k‘::mg Cetakan dan Pergadeen Dokumen 12 Dokumen 22000000 | 12 Dokumen 40000000 | 24 Dokuemn 62000000 DKUMPP KKR
O 20 og" o B B P Peng- [ Py g e 1 — P 0o P o000 pr— 00 P P
ndangan
Sumlah Dokumen Bahan Bacsan dan 1020000
Peraturan Perundang-Undangan yang Dokumen 375 Dokumen 1500000| 1 Dokumen 1670000 | 376 Dokumen 3370000 DKUMPP KKR
Discdiakan
. 200 09 |F Peryetenguarean Rapat Koordinast dan Konsuliasi _[Jumlah Rapat Koordinast dan Konsuast e P .
SKPD kedalam daorch 171,518,700 3Tahun 450000000 3Tahun 485000000 6Tahun 945000000
Sumlah Rapat-Rapat Koordimast dan p—
Konsultasi ke Luar Daerah yang dinairi P
Sumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
7 PP KK
o oo Koo, ot Laporan 119 Laporan 150000.000 3 Laporan 598000000 | 122 Laporan 48,000,000 DKUM; R
Fengadaan Barang MITIK Dasrah Penunjang Urusan
o1 20m [ e Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Unit na 2 270850000 26 267.000.000 20 401.000.000 18 429220000 %0 1.398.070.000 DKUMPP KKR
o1 207 op [t Pengadaan Kendaran Dinas Operasionalatau umiah Pengadaan Kendaraan Unit 1 Tahun 100,000,000 1Tahun 110000000 2Tahun 210000000 DKUMPP KKR
apangan
umiah Unit Kendarean Dinas Operasional Unit 2unit 121,000,000 2nit 133,100,000 4Unit 254,100,000 DKUMPP KKR
atau Lapangan yang Disediakan
0T 207 0|7 Pengadamn Mebel [Sumiah Pengadaan Mebeleur Palct 2 0nit 30000000 2 0nit 33000000 Gunit 53,000,000 DKUMPP KKR
[Sumiah Paket Mebe yang Disediakan Palet 2 0nit 100000000 2 0nit 110,000,000 4 Unit 210,000,000 DKUMPP KKR
01 207 0| Pengadaan Peraltan dan Mesin Lainnya umiah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Unit 8 Unit 80.850.000 8Unit 88,000,000 16 Unit 168,850,000 DKUMPP KKR
30,000,000
[Jumieh Unit Pralatan dzn Mesin Lainnya unit 6 Unit 100000000 8 Unit 106,260,000 14 Unit 206,260,000 DKUMPP KKR
ang Disediakan
oL 207 1 | PenoRdian Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau |Jumlah Pengadaan perfengkapan gedung o o - - ppw— o - - o
Bangunan Lainnya antor
Sumlah Ui Pengadaan Sarana gan Prasarans -
(Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Unit 10 Unit 80,000,000 6 Unit 79860000 16 Unit 150,860,000 DKUMPP KKR
Disediakan
Feyediaan Jasa Panunjang Urasan Pemermiah
o1 208 aerah Jumlah Penyediaan Jasa Laporan na . 672.400.000 8 733:340.000 2 370.000.000 2 584.200.000 144 2.350.040.000 DKUMPP KKR
01 208 OL|L Penyediaan Jasa Sural Menyurat [Fumiah Surat Keluar yang diirim Tahun TTahn 151,200,000 TTahun 166,320,000 2 Tahun 317520000 DRUMPP KRR
umlah Laporan Penyediaan Jasa Sural — - e " oo " Caporan n P P
venyurat
o200 op [P Ponvedaan Jasa Komunikas, Sumber Daya A dan _[Jumih penyediaan Jsa Komunast Sumber | pE— P, P prp— p— pR—— P .
Listrik Daya Air dan Listrii
116400000
[sumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi
P
mbtr Daya Al o Ltk yang Didinkan Laporam 12 Laporan 100000.000 12 Laporan 198000000 | 24 Laporen 298,000,000 DKUMPP KKR
o 0208 o1 [P Pemeean Jasa Pelayanan Umum Kantor e oyt e P [
euangan 2Tahun 370000000 2Tahun 400700000 5Tahun 770700000 DKUMPP KKR
umlah Penyediaan Jasa Kebersinan Kantor Laporam 17400000
(e Laporan Penyediaan asa Penyediaan
252 Pelayanan Umum Kantor yang Laporam 12 Laporan 210000000 12 Laporan 386200000 | 24 Laporan 656200000 DKUMPP KKR
Disediakan
Tarang MITK Dacran P T T K
01 0209 arang MItl Daerah Penuniang Jumieh Pemellharazn Barang MIll Unit na n 329.000000 7 451,000,000 132 522.000.000 121 602.450.000 305 1.904.450.000 DKUMPP KKR
Urusan Pemerintzh Dagrah
o 0209 0 | Penvediaan Jasa Pemelinaraan, Baya Pemeliaraan, _[Jumah pembayaran Pajak Kendaraan o
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau |Operasional it 9000000 it 165000000 2 Tabun /8 Unit 230000000 oKUMPP KR
Lapangan Sumlah PemeNharaan ratm/berkels kendaraan o
126,000,000
umlah Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan yang Dipelinara dan Dibayarkan Unit 17 Unit 150000000 17 Unit 199,650,000 3 Unit 349650000 DKUMPP KKR
Pajak dan Perizinannya
2 Pemelinaraan / Rehabilias! Geaung Kantor dan Jomiah Pemelinaraan rotn/berkela gedung
01 0209 03[ gangunan Lainnya i Unit 1Paket 200000000 1Paket 220000000 2Paket 420000000 DKUMPP KKR
[Jumieh Geclung Kantor dan Bangunzn Unit 25 Unit 242000000 25 Unit 266200000 50 Unit 508,200,000 DKUMPP KKR
Lainnya yang Dipelinara / Direhabiltasi
5 Pemeliharaan/Rehabilitast Sarana dan Prasarana
01 0209 10| Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya umlah Pemelinarazn rutin berkala komputer Unit 14 Unit 20,000,000 14 Unit 22000000 24 Unit 42,000,000 DKUMPP KKR
umiah Gedung Kentor dan Bangunan Unit 25 Unit 30000000 14 Unit 26,600,000 39 Unit 56,600,000 DKUMPP KKR
Lainnya yang Dipelihara / Direhabiltasi
o 200 11 |F PemelmaranRehabiltas Saran dan Prasarana  [Jorah Pemelharean ruti Derkal peraletan o E— PRy E— - p— pop—. P .
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  |lainnya
umieh Sarana dan Prasarana 25000000
PendukungGedung Kantor atau Bangunan unit 65 Unit 100.000.000 65 Unit 110.000.000 130 Unit 210000000 DKUMPP KKR
Lainnya yang Dipelinara / Direhabiltasi
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
ASAR
17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
PROGRAM PELAYANAN 1ZIN USAHA SIMPAN | PERTUMBUFAN KOPERAST USAHA
1 0 - 100% - 100% - 100% - 100% - 400% - DKUMPP KKR
PinJAM SIMPAN PINJAM
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi[ Jumlah Penerbitan Izin Usaha Simpan
17 02 201 [dengan Wilayah Keanggotaan dalam Dacrah Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah E E - 100% - 100% E 400% E DKUMPP KKR
Kabupaten/Kota Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten
Fasilitasi Pemenunan Izin Usaha Simpan Pinjam Dan~[Jumiah Usaha Simpan Pinjam dan
Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu Dan [Pembukzan Kantor Cabang, Cabang
17 02 201 01| Kantor Kes Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi |Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Unit Usaha - Unit Uszha Unit Usaha - DKUMPP KKR
Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah
Kabupaten/Kota Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
17 0 P PERSENTASE KOPERASI AKTIF % na 100% 100% 100% 35,000,000 100% 40.000.000 100% 44,000,000 100% 48.400.000 100% 167.400.000 DKUMPP KKR
Pemeriksaan dan Pengavasan Koperasr Koperasr [ 2
17 03 201 [Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang |FrSeni@se Peningkatan Koperasi yang % na 100% 10096 1009% 35.000.000 100% 40.000.000 100% 44.000.000 1009% 48.400.000 100% 92.400.000 DKUMPP KKR
dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan
Wilayat Dalam Daerah
Pengawasan Kekuatan Kesehatan, Kemandiran, [7umiah Koperast yang Telah Dilakukan
Ketangguhan serta Akuntabiltas Koperasi kewenangan|Pengawasan Kekuatan, Kesehatan
17 08 200 01 Kabupatenkota emandirian, Ketangguhan, serta 24,000,000 - - Unit Usaha - Unit Uszha - Unit Usaha - DKUMPP KKR
[ Akuntabiltas Koperasi Kewenangan
Pemeriksaan Kepaluhan Koperas! ernadap Peraturan | Jumiah Koperasi akif dan sehat Unit Usaha 10 Koperast 35000000 | 10 Koperast 40,000,000 20 Koperast 75,000,000 DKUMPP KKR
1 0 201 02| Perindang-Undangan Kewenangan KabupatenKota  [Jumiah Koperestyang Memenu Perataran .
Perundang-Undangan Kewenangan Unit Useha 10 Koperasi 44000000 | 10 Koperasi 48400000 | 20 Koperasi 92.400.000 DKUMPP KKR
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PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSPIUSP

2 17 0 e [P ETESANS % na 100% 100% 100% 20000.000 100% 30000000 100% 33.000.000 100% 36.300.000 100% 119:300.000 DKUMPP KKR
Perilatan Kesehatan Koperast Simpan Pam/Umt [ ° = = =
2 17 04 201 [Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah perasiyang % na 100% 1009 100% 20000000 100% 30.000.000 100% 33.000.000 100% 36.300.000 100% 119:300.000 DKUMPP KKR
1 (Satu) Daerzh
Penghargazn Keschatan KSPIUSP Koperasi [Jumieh Koperasi yang sehat dapat Unit Usaha 50 Koperasi 20000000 | 50 Koperasi 30,000,000 100 Kperasi s0000000]  DKUMPP KKR
2 17 o 200 02| Kewenangan Kabupaten/Kota penchar — a2
Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Unit Usaha 50 Koperasi 33000000| 50 Koperasi 36300000 100 Koperasi 0300000]  DKUMPP KKR
Penghargaan Kesehatan
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN [N
2 17 05 ey MENGIKUTI DIKLAT % na 100% 100% 100% 40.000.000 100% 40.000.000 100% 44,000,000 100% 48.400.000 100% 172.400.000 DKUMPP KKR
PERKOPERASIAN
Meningkatkan Kualitas | Meningkatkan Jumlah Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi [Persentase Peningkatan Koperasi yang
Pengelolaan Koperasi dan| Koperasi AktifdanUsaha| 2 17 05 2,01 yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ |mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan % na 100% 100% 100% 40.000.000 100% 40.000.000 100% 44.000.000 100% 48.400.000 100% 172.400.000 DKUMPP KKR
Usaha Mikro Kecil Mikro Kecil Kota Koperasi
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan (omah Koperast yang mengikuti DIt = pry— YY) — - pr— pp— p— .
2w o a0 o Pekopeasn Sers Kapasios don KompeeniSOM [Patipersien _________ 28747500
Koperasi umieh SOM yang Memehami. Pengetafuan orang 40 Koperasi anoo0000 [ 40Koperasi a8.400000 | 80 Koperasi 92.400.000 DKUMPP KKR
Perkoperssian
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERSENTASE PEMBERDAYAAN DAN
2 17 06 e v e e % na 100% 100% 100% 84.225.000 100% 86.000.000 100% 94.600.000 100% 104,060,000 100% 368.885.000 DKUMPP KKR
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yan
2 17 06 201 e e ertindungan Koperasiyang - |Persentase Koperasi yang mendapatian % na 100% 100% 100% 84.225.000 100% 86.000.000 100% 94.600.000 100% 104.060.000 100% 368.885.000 DKUMPP KKR
Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Pemberdayaan dan perlindungan
ayaan Penimgkatan ProdukINitzs, Nial o g
Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan |Jumiah Dokumen Pemutakhiran Data Orang 40 Koperasi 84225000 | 40Koperasi 86.000.000 80 Koperasi 170225000 DKUMPP KKR
2 17 06 201 Ol Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan |Koperasi 124.217.000
Restrukturisasi Useha Koperasi Kewenangan U SONyang Memahami Pengetahan Orang 40 Koperasi 94600000 | 40 Koperasi 104060000 | 80 Koperasi 198,660,000 DKUMPP KKR
PROGRAM PEVMEERDAYAAN USATA PERSENTASE PELAKU USAHA
oo MENENGALL USALIA KECIL DAN USAHA MIKRO | V1K 0 YANG D1oAMA. % na 100% 100% 100% 200000000 100% 220,000000 100% 400.000.000 1009 440.000.000 100% 1.260,000.000 DKUMPP KKR
2 17 07 201 |Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan Persentase Usaha Mikro yang difasiltasi % na 100% 1009% 100% 200.000.000 1009 220.000.000 100% 400.000.000 100% 440.000.000 1009% 1260000000]  DKUMPP KKR
penguan dan Koordingsi dengan Para
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikeo [Jumiah Pelaku Usana MIKio yang = e o0 o o000 o P - s
Mendapatian Bantuan Permodalan
2 1w o 200 o1 Sumlah Pelaku Usaha Vikro yang cidta dan 70:850.000)
dilakulan pembinaan serta yang menerima Unit Usaha 50 Unit Usaha 250000000 | 50 Unit Usaha 275000000 | 100 unit Usaha 525,000,000 DKUMPP KKR
bantuan permodzlan
Roordinas! dan Sinkionisas dengan Para Pemangka _[Jumlah Uszha Mikio yang Mendapatkan p— P ool 200 own prp— o U PIp— P .
Kepentingan dalam Pemberdayean Usaha Mikro  [Faslitas
s 1 o a0 o i SOV a7 T et 55000000
cordinasi dan Sinkfonisas! dengan Pera orang 150rang 150000.000 150rang 165,000,000 300rang 315000000 DKUMPP KKR
Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan
saha ik
PERSENTASE USAHA MIKRO YANG
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
2 1w o 06 G IGAN U T A ey % na 100% 100% 100% 625.000.000 100% 687.500.000 100% 756.250.000 100% 831.875.000 100% 2.900,625.000 DKUMPP KKR
Tsaha Orientast PersentaseUsana Mikro yang Menmgkat
2 17 08 201 % na 100% 100% 100% 625000000 100% 687,500,000 100% 756.250.000 100% 831.875.000 100% 2900625000 DKUMPP KKR
Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Skala Usahanya
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam [ Jumiah Pelaky Usaha Mikio Uit Useha 50 Unit Usaa 625000000 | 50 Unit Usaha 687500000 100 Unit Usaha 312,500,000 DKUMPP KRR
Pengembangan Produksi dan Pengelolahan, SumTah O Usaha Mikro. yang Terasimesy
2 17 o8 200 o1 p DM serta D: Teknol Jam P Produksi d 103,800,000
emesaran, SDM serta Desain dan Telalogi delem Pengembangan Prochis dan Unit Useha 50 Unit Usaha 756250000 | 50 Unit Usaha 831875000 | 100 Unit Usaha 1588.125.000 DKUMPP KKR
Pengolehan, Pemasaran, SDM, serta Desain
Jan Teknologi
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3% URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
PROGRAM DANPENDAFTARAN  |PERSENTASE PELAKU USATIA YANG
3 30 0 BN a1t 1o % na 100% 100% 100% 349.999.500 100% 385.000.000 100% 423500000 100% 465,850,000 100% 1.624.349.500 DKUMPP KKR
Penerbitan 1zin Pengelolaan Pasar Rakyat, PUsa
3 3 02 201 ° Jumlah Pelaku Usaha yang memilik (zin Dokumen na 20 250,000.000 20 275000000 20 302:500.000 20 332.750.000 80 1.160.250.000 DKUMPP KKR
Perbelanjaan, dan 1zin Usaha Toko Swalayan
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan [Jumiah pelaku usaha yang memilid i Dokumen 70 Dokumen 250000000 | 20 Dokumen 275000000 20 Dokumen 525000000 DKUMPP KKR
Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjazn, dan Toko Swalayan [Tamiah Rekomendast Pemenuhan Komimen
melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Perolchan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat
3 % 02 200 01 49,015,500
Terlntegrasi Secara Eetronik Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Dokumen 20 Dokumen 302500000 | 20 Dokumen 332750000 | 40 Dokumen 635250000 DKUMPP KKR
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elekdronik
330 02 202 Penerbitan Tanda Daftar Gudang Jumliah Gudang yang Terdaftar % na 100% 100% - - - - - DKUMPP KKR
330 02202 OL| Fesiltasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang [Sumlah Dokumen Tanda Datar Gudang Dokumen , Dokumen - Dokumen Dokumen , DKUMPP KKR
Fengendalian Fasiites P Ba
3 30 02 206 ‘engencaian Fasilitas Penyimpanan Bahan Jumlah pengawasan untuk pelaku usaha % na 100% 100% 2 99.999.500 2 110,000.000 2 121.000.000 2 133.100.000 8 464.099.500 DKUMPP KKR
Pengawasan Distribusi. Pengemasan
Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya Jumih Penggwzsen tehadp benen Dokumen 2Dokumen 90909500 2 Dokumen 110.000000 4Dokumen 200000500 DKUMPP KKR
3 % 02 206 01 SRR -
Jumieh Laporan Hsil Pemeiksaan Dokumen 2Dokumen 121000000 | 2 Dokumen 133100000] 4 Dokumen 254100000 DKUMPP KKR
Bahan Berbahava
A R A A ) PERSENTASE SARANA DISTRIBUST
3 % 03 PERDAGANGAN YANG % na 100% 100% 100% 375.000000 100% 412,500,000 100% 453.750.000 100% 499.125.000 100% 1.740.375.000 DKUMPP KKR
DISTRIBUSI PERDAGANGAN
DITINGKATKAN
pemb dan Pengelolaan Sarana Distrib
3 3 03 201 embangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi | Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan unit na 5 375.000000 5 412,500,000 5 453.750.000 5 499.125.000 20 1.740375.000 DKUMPP KKR
Perdagangan Sarana Distribusi Perdagangan
Penyediaan Saran DISTbuS| Perdagangan (SCmiah Penataan Tempat Berusana Bagt
s m o 20 o e el L o Aot Unit so85.130.475 5 Pasar 375000000 5 Pasar 412500000 10 pasar 787,500,000 DKUMPP KKR
[Sumleh Sarana Distribus Perdagangan Unit S Pasar 453750000 5 Pasar 499125000 10 Pasar 952675000 DKUMPP KKR
3 3 03 201 02| Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jp“g’f';‘“"ﬁ:;:ge""“" Sarana Distribusi Unit B B - Unit - Unit - Unit B DKUMPP KKR
PERSENTASE KESETABILAN HARGA
PROGRAM STABILISAS| HARGA BARANG BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN
penigkatn St 3 3 0 A IR P RTNG |y e el % na 1009 100% 100% 470,000,000 1009 517.000.000 100% 568.700.000 100% 625570.000 100% 2181270000 DKUMPP KKR
Pengawasan Peredaran | ) .o\ atkan Efisiensi Harga, dan Stok Barang Kebutuhan | Persentase Kesetabilan Harga Barang
o ireng das20 | e daganga Datamegeri | 3 30 04 202 [Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kebutuhan Pokok dan Barang Penting % na 100% 100% 100% 450,000.000 100% 495,000,000 100% 544500000 100% 598.950.000 100% 2.088.450.000 DKUMPP KKR
erlindungan Konsumen «
serta Penguatan Sektor Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutahan POKoK |Jumiah kegiatan pengawasan harga dan
Eksport Import dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Barang Kebutuhan Pokok/Barang penting Laporan 12 Laporan 350000000 12 Laporan 385000000 24 Laporan 735.000000 DKUMPP KKR
Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan
3w w20 @ SUmlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok 115507000
Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Laporan 12 Laporan 423500000 12 Laporan 465850000 24 Laporan 889.350.000 DKUMPP KKR

sistem Informasi Perdagangan
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Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar KNusus

[Jumiah Penyempurnaan Perangkat Peraturan,

yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional Laporan 1 Laporan 100.000,000 1 Laporan 110000000 2Laporan 210000000 DKUMPP KKR
0 0 20 03 umiah Laporan Pelaksanaan_Operasi 36901000
Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Laporan 1 Laporan 121.000.000 1Laporan 132,100,000 2Laporan 254100000 DKUMPP KKR
Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
R PUpUK Gan Pestsida Bersubsial @ v
0 0 20 [ Kapatota Jumieh Pengaasan Pupulk dan Pestisda % na 100% 20000.000 100% 22,000,000 100% 24200000 100% 26.620.000 100% 92.620.000 DKUMPP KKR
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan _Jumiah Penyalaran dan Penggunaan Pupuk oo Lo 00000 oo 00000 > oo prp— e P
Pestisida Bersubsici dan pesisida bersubsic
0w 200 @ umlah Laporan Pengavwasan Penyaluran dan 8963500
Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Laporan 1 Laporan 24200000 1 Laporan 26,620,000 2Laporan 50820.000 DKUMPP KKR
dengan Realisasi Minimal 90%
PERSENTASE ALAT-ALAT URUR,
PROGRAM STANDARISASI DAN PERLIDUNGAN [ TAKAR: TIMBANG DAN
30 06 nes PERLENGKAPANNYA (UTTP) % na 100% 100% 100% 296.288.500 100% 319.000.000 100% 350.900.000 100% 385.990.000 100% 1352.178.500 DKUMPP KKR
BERTANDA TERA SAH YANG
BERI AKU
Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang
30 06 201 o Penganitan [sumiah Tera, Tera ulang dan Pengawasan Unit na 100% 100% 550 296.288.500 550 319,000,000 550 350.900.000 550 385.990.000 2200 135278.500 DKUMPP KKR
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang [Jumiah Pefayanan Teral Tera Ulang berupa o - T~ p— py— - P~ P .
kebenaran hsil pengukuran
W 06 200 o1 228853500
Jumiah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, Unit 550 Unit 350900.000 550 Unit 385990000 1100 Unit 736,890,000 DKUMPP KKR
dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang
30 06 201 02| Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal umizh Pelaku Usaha di Bidang Metrologi orang - orang - Orang - Orang - DKUMPP KKR
| cgal vang Dibing
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
PROGRAM PERENCANAAN DAN PERSENTASE PEMENUHAN
31 02 i, e o BV % na 100% 100% 100% 350,000.000 100% 385.000.000 100% 457.600.000 100% 503:360.000 100% 1.695.960.000 DKUMPP KKR
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan [ Persentase Penyusunan dan Evaluasi
3102 201 " 9 Sentase PenyLy veluast % na 100% 100% 100% 350,000,000 100% 385,000,000 100% 457,600,000 100% 503.360.000 100% 1.695.960.000 DKUMPP KKR
Industri Kabupaten/Kota Perencanaan Pembangunan Industri
Koordinasi, Simkronisasi, dan Pelaksanzan [P ——
Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat  |eiatian pengembangan sentra-sentra industril  Dokumemn 1Dokumen 350000000 1 Dokumen 385.000.000) 2Dokumen 735.000.000) DKUMPP KKR
potensial dan jumiah pameran yang difailasi
a2 200 05 13911
miah Dokumen Hasil Koordmasi,
Sinkronisas, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Dokumen 1Dokumen 457600000 1 Dokumen 503360000 2 Dokumen 960.960.000) DKUMPP KKR
Industri dan Peran Serta Masyarakat
PERSENTASE PENGELOLAAN
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
Meningkatkan dan Meningkatkan dan 31 04 INDUSTRI NASIONAL. SISTEM INFORMASI INDUSTRI % nia 100% 100% 100% 74.242.950 100% 81.000.000 100% 236.500.000 100% 260.150.000 100% 651.892.950 DKUMPP KKR
Produk-
Produk Kerajinan IKM | Produk Kerajinan 1KM penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi ersentase peningkatan jumiah Dat
3 04 201 Industri Untuk 1U1, IPUI, 1UK dan IPKI ersentase peningkatan Jumiah Data % a 100% 100% 100% 74.242.950 100% 81.000.000 100% 236,500.000 100% 260.150.000 100% 651.892.950 DKUMPP KKR
Perusahaan Industri
Kewenangan Kabupaten/Kota
Fasiitast Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa Data |Jamieh Idustry Kecll menengah yang or — P PRUSI R — . o— e~ P .
Industi, Data Kawasan Industriserta Data Lain [monitoring
Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi ~ [Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi
3 06 200 01| IndustriNasional (SIINAS) Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data 165.489.000
Industri, Data Kawasan Industri serta Data Dokumen 4Dokumen 181500000 | 4 Dokumen 190650000 | 8 Dokumen 381150000 DKUMPP KKR
Lain Lingkup Kabupaten/Kota  Melalui
Sistem Informasi Industri Nasional (S11Nas)
el Pelatihen Pembinzan Vanajemen Dokumen 4Dokumen 28697950 | 4 Dokumen 31,000,000 8 Dokumen 50697950 DKUMPP KKR
5 on 201 0| Diseminesidan Publicasi Data nformasidan Anatsa - [Jumiah Gokamen Fas Disemnst dan
Industri Kabupaten/Kota melalui SIIN: B
navstriCabupaten/icota melalut Siftas Publikasi Data Informasi dan Analiss Industri Dokumen 4 Dokumen 55,000,000 4Dokumen 60500000 8 Dokumen 115500000 DKUMPP KKR

Kabupaten/Kota Melalui SliNas
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan
untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai
tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan
rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang
diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang
direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan
informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih
menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila
didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data
kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbingdan
mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable)
mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode
aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat
menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga
merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan
kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan
instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat
membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan
sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk
menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai.
Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan
lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari
penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan
secara objektif keberhasilannya.

Beberapa syarat dalam menentukan indicator kinerja adalah
diantaranya :

1. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada
kemungkinan kesalahan interpretasi.

2. Dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun
kualitatif yaitu dua atau lebih mengukur indikator kinerja
mempunyai kinerja yang sama.

3. Relevan, artinya indikator kinerja harus menangani aspek-aspek

obyektif yang relevan.
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4. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan
keberhasilan masukan, keluaran, hasil manfaat, dan dampak serta
proses.

5. Fleksibel dan  sensitive terhadap  perubahan/penyesuaian
pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan

6. Efektif, artinya data/informasi yang berkaitan dengan indicator
kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan
dianalisa dengan biaya yang tersedia.

Sebagaimana Visi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024
"Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat,
Terdepan, Berkualitas dan Religius”, Misi Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019-2024 dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang
Bersih dan Berwibawa (Good and Clean Governance) ;

2. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaikan
Kualitas Hidup Masyarakat ;

3. Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang
Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal ;

4. Meningkatkan Penguatan Aktivitas dan Kelembagaan Bernuansa
Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat ;

5. Meningkatkan Penguatan Peran Perempuan Untuk Peningkatan

Kualitas dan Kemandirian Ekonomi.

Dari penjabaran di atas, Indikator Kinerja Dinas Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu

Raya yang mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Misil : Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola
Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Good
and Clean Governance)

Tujuan

1. Meningkatnya budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang
bersih, efektif, efisien dan berwibawa

Sasaran

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan
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2. Misi2 Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan

Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat
Tujuan :

1. Meningkatnya kualitas perekonomian daerah
Sasaran

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 7.1 sebagai berikut :
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Tabel 7.1
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN KUBU RAYA YANG BAHAGIA, BERMARTABAT, TERDEPAN, BERKUALITAS, DAN RELIGIUS

Realisasi Capaian Target Capaian SKPD yang
Misi Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Bertanggung
2019 2020 2021 2022 2023 2024 Jawab
Meningkatkan Budaya] T.1 [Meningkatnya budaya] 1 JIndeks Reformasi
Kerja dan Tata Kelolaf kerja dan tata kelola Birokrasi cc ce B B B B
Pemerintahan yang pemerintahan yang| - DKUMPP
Bersih dan Berwibawal bersih, efektif, efisien -50,35 51,56 -60 .62 64 66
(Good and  Clean dan berwibawa
Governance) S.1 |Meningkatnya 1 |Indeks  Kepuasan| . . . . . .
kepuasan pelayanan| Masyarakat Baik Baik Baik Baik Baik Baik
kepada masyarakat - DKUMPP
-83,48 -84,14 -85 -86 -87 -88
S.2 |Meningkatnya 2 |Nilai SAKIP
akuntabilitas kinerja cc ce B B B BB
dan keuangan - DKUMPP
-56,32 -58,66 -61 -64,5 -68 -71,5
3 ]Opini BPK
Predikat WTP WTP WTP WTP WTP WTP DKUMPP
T.4 |Meningkatnya kualitas] 4 |Laju Pertumbuhan
perekonomian daerah Ekonomi
% 5,72 -2,43 4,28 4,99 6,07 6,59 DKUMPP
5 |Angka Kemiskinan
% 4,74 4,42 4,39 4,16 4,03 3,97 DKUMPP
S.7 [Meningkatnya daya] 11 |Pertumbuhan PDRB
saing daerah % 5,72 -2,43 4,28 4,99 6,07 6,59 DKUMPP
S.8 |Meningkatnya 12 |Laju pertumbuhan
sektorUMKM UMKM
Omset | 8.035.540.000 ] 13.451.800.000] 45.430.612.675] 54.971.041.337] 60.468.145.470] 66.514.960.017 DKUKMPP
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BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019-2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka
menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya, memuat antara lain tujuan
dan sasaran, sebagai penjabaran lebih rinci dari RPJMD Kabupaten
Kubu Raya Tahun 2019-2024. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya
merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya. Diharapkan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya
dapat menjadi komitmen dalam membawa arah dan peran Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun
2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun
2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal dan
internal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Kubu Raya ini tidak bersifat kaku dan senantiasa harus
memperhatikan perubahan yang terjadi dan secara periodik dilakukan
evaluasi, yang hasilnya dituangkan dalam rencana ulang perumusan
Renstra berikutnya atau sebagai bahan penyusunan Renstra Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Kubu Raya Periode Tahun 2019-2024.
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Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana
Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya setiap tahunnya. Dalam
penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya akan menjadi
acuan/pedoman dalam penentuan-penentuan program dan kegiatan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Kubu Raya yang dituangkan dalam Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya).

Apabila sampai berakhirnya Renstra Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu
Raya Tahun 2019-2024 ini, belum ditetapkannya Renstra Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Kubu Raya periode berikutnya, maka Renstra Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Kubu Raya ini masih digunakan untuk penyusunan renja

tahun perencanaan berikutnya.
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